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LAMPIRAN
Nomor : 800.1.9/ 422 [DPMD/XI/ 2024

Tangggal s A g November 2024

TABEL INVENTARISASI JUMLAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2024

SKPD T —————
NO UNIT ORGANISASI KELOMPOK SOP JUMLAH SOP KETERANGAN
1 SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN 13
1 |SEKRETARIAT
2 SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN 10
1 PEMBINAAN BUMDes, KEUANGAN DAN ASET DESA 1
2  |BIDANG PEMERINTAHAN DESA 2 PEMBINAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN DESA 5
3 PEMBINAAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA 1
P Y AGA Y
e BE—————— DI;,:I\S/I[I:ERDA AAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA .
3 |PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN
SOSIAL DASAR 2 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN SOSIAL 2
1 PENATAAN DESA 1
, |BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA
DESA 2 KERJASAMA DESA 1
Kuala Pembuang, povember 2024
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/oo KiBupgtin o€

AHMAN, S.Pi.,MM
41~ Pembjna Tk.I (IV/b)
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUSUNAN ORGANISASI

KABUPATEN SERUYAN

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 37 TAHUN 2022

KEPALA DINAS

" TAUFIK KURAHMAN, S.Pi.MM
Pembina TK | (IV/b)
NIP 19780526 200604 1 015

THT GOL  0104-2022
TMT S4B © 28-11-2022
THT ES - 28-11-2022
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SEKRETARIS

SYAMSUDDIN SOEBEHAN,SE. .MM
Pembina Tk {1V/b}
NIP 19701006 199903 1 003

TMT GOL - 01-04-3027
TMY JAS | 28112022
TMY ES © 23-11-2022

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN
EKA MAYASARI, SE

Pembina (IV/a)
NIP 19870509 201001 2 001

?
| SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN
: DAN KEPEGAWAIAN

NURLATHIFAH QADAR, $.Pi. .MM
Pembina {IV/a;
NIP 19830529 200802 2 002

T™MT GOL  01-10-2020

T™MT GOL | 01-10-2021

THMT JAB . 83-41-2023
THMY E5 28082015

TMT JAB  03-91-2023
TMYES 2412013

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

MUHAMMAD SUBAHAN, SH
Pembina (iV/a;
NIP 19811225 201001 1 008

MY GOL 0L 102020
TMT JAS  G3-08-2021
TMTES  24-01-2021

¥

BIDANG KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

RAHMAWATI EKA MURNI, S.H.I
Pembina (iV/a)
NIP. 187912052 200604 2 023

TWT GOL  16-19-3020
TMT JAB  27-05-2022
TMT E$ © 02-03-2020

‘ il

| BIDANG PENATAAN DE SAN DAN KERJASAMA
| DESA

MILAWATIL, SP
Pembina (IV/a)
NIP 18840404 200802 2 002

T™MT GOL 01102017
TMT JAB © 28-11-2022
TMT E§  28-11-2022




PR oy,

Subbagian Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN



surat tersebut.

Mengkibat ulitnya pencan data surt yang ingin kita ktahui kapan an dimn berdama

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP :1800.1.9/ s24  /IDPMD/IX /2024

Tanggal Pembuatan : {17 September 2022

Tanggal Revisi 4 Agustus 2024
September 2024

Tanggal Efektif ] a2 »
Disahkan oleh - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DESA

Nama SOP |

1. Mengetahui dan memai tata naskah dinas di lingkngan Pemerina Kabpan ruyn. T

2. Mengetahui dan memahami Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

1kuen edomn Tata aska Dias T

2. Kartu Kendali Surat Keluar

eiser dalam Suat Ia, ged Sua Keluar




SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Kasubbag / Pengadministrasi
Kepala Bidang Kasubbi?i Perkantoran/ Penelaah | Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Staf Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan
1 |Menugaskan untuk membuat surat keluar 1. Ie J Surat Masuk SKPD, Disposisi 15 menit Diposisi
2 |Membuat konsep surat keluar f[ Diposisi 15 menit Konsep surat keluar
3 |[Mengetik draft surat keluar Konsep surat keluar 15 menit Draft surat keluar
Ya L'—‘ Y
4  |Memeriksa draft surat keluar, jlka tidak sesuai dikembalikan kepada Staf b 4 Draft surat keluar 10 menit Draft surat keluar yang
untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Bidang - / \ sudah diperiksa
untuk mendapat persetujuan - Kasubbag/Kasubbid
= Tidak ~ Tidak ¢
5 [Memeriksa draft surat keluar, jlka tidak sesuai dikembalikan kepada Draft surat keluar yang sudah 10 menit Draft surat keluar yang
Kasubbag/Kasubbid untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan diparaf Kasubbag/Kasubbid sudah dikoreksi Kepala
disampaikan kepada Kepala Bidang untuk mendapat persetujuan v Bidang
a
6 |Kepala Bidang memerintahkan P dmini / Pelak untuk Draft surat keluar S menit Draft surat keluar
distempel Konseptor dan diserahkan ke Kasubbag Umum untuk diperiksa !_L diperiksa Kasubbag
agar dapat menyesuaikan dengan Tata Naskah Dinas. > Umum dan Kepegawaian
"N Ya
7  |Kasubbag Umum memeriksa draft surat keluar, jlka tidak sesuai Tata Tidak v Draft surat keluar yang sudah 5 menit Draft surat Keluar yang
Naskah Dinas maka dikembalikan kepada Pengadministrasi/ Pelaksana untuk/ /"\ dikoreksi Kasubbag Umum telah di paraf/ disposisi.
diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris \ <
untuk mendapat persetujuan/ paraf. /
Tidak
8  |Paraf/ Persetujuan untuk diteruskan Ke Kepala Dinas untuk menandatangani Draft surat keluar yang sudah S menit Draft surat Keluar yang
surat keluar. / dikoreksi Sekretaris telah di paraf/ disposisi.
Ya Tidak
9 |Menandatangani surat keluar Draft surat Keluar yang telah di 5 menit Surat keluar yang sudah
paraf/ disposisi. ditandatangani Kepala
Dinas
Ya
10 |Memberikan stempel, nomor surat keluar dan amplop, dan mencatat dalam Surat keluar yang sudah 5 menit Surat keluar

kartu kendali surat keluar

ditandatangani Kepala Dinas




SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

' , | L Kualifikasi
Persyaratan | Waktu | Dasar hukum Aktivitas e
Memimpin, membina, Register dalam|Surat Pencatatan dan Surat Surat Keluar Penanganan Surat |Surat Masuk, 90 menit |- Konsep Surat Keluar, |Memahami tata naskah
mengkoordinasikan, Surat  Keluar, |Keluar Pengadministrasian |Keluar yang benar dan [Keluar Disposisi Pencatatan, dan dinas dan memahami
merencanakan serta Agenda  Surat Surat Keluar sesuai dengan Pengadministrasian  |Pedoman Kilasifikasi
menetapkan program kerja, tata [ Keluar Tata Naskah Surat Keluar Arsip di lingkungan

Pemerintah Kabupaten

kerja dan mengembangkan Dinas
Seruyan.

semua kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

e | | Kualifikasi
Persyaratan | Waktu | Dasar hukum 3 Akﬁvitas‘ A Pelaksana

Surat Masuk, . 90 menit Konsep Surat Keluar, |Memahami tata naskah

Memimpin, membina, Register dalam Pencatatan dan Surat Surat Keluar Penanganan Surat -
mengkoordinasikan, Surat  Keluar,|Keluar Pengadministrasian |Keluar yang benardan |Keluar Disposisi Pencatatan, dan dinas dan memahami
merencanakan serta Agenda  Surat Surat Keluar sesuai dengan Pengadministrasian  |Pedoman Klasifikasi
menetapkan program kerja, tata | Keluar Tata Naskah Surat Keluar Arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten

kerja dan mengembangkan Dinas

semua kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Seruyan.




[Nomor S0P .Je00.1.9/ 4241 /DPMD 11X/ 2024

Tanggal Pembuatan - |17 September 2022

Tanggal Revisi : o Agustus 2024
Tanggal Efekdif : 124 September 2024
|Disahkan oleh :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nama SOP : |Penanganan Surat masuk

Dasar Hukum

1. Permendagn No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagn Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Mnetahui dan memahami ata naskah dis '

2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan
[Pemerintah Daerah

3. Perbup No 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Seruyan 3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip

Femmnl Peﬂengkapan -

SOPpenanganansuratmasuk ' 7 T A Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Kartu Surat Masuk

3. Lembar disposisi

ke e Penc&Peadstaan

Jik SOP ini tidak dilaksanakan aka enangaa surat mak akan terhambat Regster Surat Masuk Kau Kendali Surat Masuk




SOP PENANGANAN SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pengadministrasi Perkantoran/ "
t
Penelaah Teknis Kebijakan e Kelhghapis W Qi
1 |Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Tanda terima surat masuk
2 |Membuka dan mengagendakan surat masuk h 4 Surat masuk dan tanda terima 5 menit Kartu Surat Masuk
surat masuk
3 |Mengcopy dan memberi lembar disposisi Surat masuk dan Kartu Surat 10 menit Lembar disposisi
surat masuk Masuk
5  |Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan Surat masuk dan Lembar disposisi 10 menit Surat Masuk dan disposisi
kepada Kadis sekretaris
6  |Menyampaikan surat masuk sesuai dengan Surat Masuk dan disposisi 10 menit Surat Masuk

disposisi

sekretaris




Memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program
kerja, tata kerja dan mengembangkan semua
kegiatan serta bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ister dala Surat asuk, da
Surat Masuk

Surat masuk

Pencatatan n
Pengadministrasia
n Surat Masuk

SOP PENANGANAN SURAT MASUK

Surat s

ra Keluar benar dan
sesuai dengan Tata Naskah
Dinas

Pnganan
Surat Keluar

Pengadministrasian Surat
Masuk

Persyaratan | Waktu | hunmi ar | Aktivitas Kualifikasi Pelaksana
40 menit - ] Pencaiaﬁan,da;r ‘ Memahami tata naskah dinas dan

memahami Pedoman Klasifikasi
Arsip di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan.




Nomor SOP :1800.1.9/ 434 /DPMD/ IX / 2024
Tanggal Pembuatan  |: |17 September 2022

Tanggal Revisi : 2 Agustus 2024
Tanggal Efektif 04 September 2024

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
'MASYARAKATZAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

| [TAUFIK KYRAHMAN, $,Pi, MM
"\ NIP:.197B0526 200604 1 015

Nama SOP , : Pengajua Cui Tahﬁnéh};’a;jja:ua

. UU No 43 Tahun 1999 Tntageruahn atas uu N. 8 Tahn 1974 tentang Pokok—pkok | Megetahui dan memahami tata caa Pnajuan Cuti Tahunan
Kepegawaian

2. PP No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS

SOP Pengajuan Cuti Melahirkan KARTU KENDALI CUTI TAHUNAN

Mengakibatkan tidak terkontrolnya cut tahunan pegawai “[KARTU KENDALI CUTI TAHUNAN




SOP SURAT CUTI TAHUNAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Ket: g
Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah Pemohon Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan .
1 Mengajukan surat permohonan cuti D membuat surat permohonan cuti 5 menit surat permohonan cuti
2 Membuat surat permohonan cuti fL__l surat permohonan cuti 15 menit Surat permohonan cuti
3 Menandatangani surat permohonan cuti R Surat permohonan cuti 5 menit Surat permohonan cuti yang
I I sudah ditandatangani
4 Menyerahkan surat permohonan cuti ke Pengadministrasi Perkantora/ Surat permohonan cuti yang 5 menit Surat permohonan cuti yang
Penelaah Teknis Kebijakan r—Jj sudah ditandatangani sudah ditandatangani
5 Membuat surat persetujuan cuti tahunan 4 Surat permohonan cuti yang 15 menit Surat persetujuan cuti tahunan
I sudah ditandatangani
7  |Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Surat persetujuan cuti tahunan 5 menit Surat persetujuan cuti tahunan
Sekretaris DPMD yang sudah diparaf Kasubbag
| l Umum
8 Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Surat persetujuan cuti tahunan 5 menit Surat persetujuan cuti tahunan
Kepala Dinas 3 \ yang sudah diparaf Kasubbag yang sudah diparaf Sekretaris
</ Umum
el Menandatangani persetujuan cuti tahunan Surat persetujuan cuti tahunan 10 menit Surat persetujuan cuti tahunan
yang sudah diparaf Sekretaris yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas
|
10 |Menyerahkan surat persetujuan cuti tahunan kepada pemohon Surat persetujuan cuti tahunan 1jam Surat persetujuan cuti tahunan

yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas




SOP PENGAJUAN CUTI TAHUNAN

S ‘ R Kualifikasi

T | Tuge I e | Vekin| Desariukum Adiites | pelaksana
Memimpin, membina, Penyiapan data|Usul cuti {Mengusulkancuti  |cuti Usulan cuti Pengajuan cuti Surat permohonan|125 menit |1. UU No 43 Tahun 1999|Mengecek kartu Mengatur dan
mengkoordinasikan, kendali cuti|tahunan ~ (tahunan tahunan  [tahunan Pegawai |tahunan cuti tahunan yang Tentang Perubahan atas  |kendali cuti tahunan  |mengendalikan cuti
merencanakan serta menctapkan | tahunan Negeri Sipil bersangkutan UU No. 8 Tahun 1974 tahunan
program kerja, tata kerja dan tentang Po};ok-pokok
mengembangkan semua kegiatan Kepegawaian
serta bertanggungjawab atas _zre: ;rll\]gog:t iTIfI}\]I‘;n 1976
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa




Nomor SOP :1800.1.9/ £8$ /DPMD/IX/2024
Tanggal Pembuatan 1117 September 2022

Tanggal Revisi : G Agustus 2024
Tanggal Efektif 3 oA4-  September 2024
Disahkan oleh ; KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

KURAHMAN, S,Pi, MM
40526 200604 1 015

Nama SOP :| Pengajuan Cuti Melahirk'a:i"f;_;
Mngthui proses Pngajuan CutiMelahirk
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan

engetahi proses Pengajuan Cuti Mahir

jika Pengaja Cuti Melahirkan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka

optimalisasi Cuti Melahirkan tidak tercapai




Kepala Dinas menyetujui / tidak menyetujui permohonan cuti melahirkan tersebut dan diserahkan ke

8 K::jbbag Umum Yol You o Kertas, Pulpen 2 Menit Surat Permohonan Cuti Melahirkan
[ I:

Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyerahkan permohonan cuti melahirkan ke pengelola surat ; 5 ;
9

agar membuat cuti melahirkan sesuai dengan persetujuan terakhir Kertas, Pulpen 2 Mentt Surat Permohonan Cuti Melahirkan

] :

Pengelola surat membuat surat cuti sesuai persetujuan Kepala Badan dan Mengajukannya ke Kepala

O perseluan o0 IS SR Komputer, Prirter, Kerlas, Pulpen, 1, Surat Cuti Melahirkan
inas Lembar Disposisi
11 |Kepala Dinas meneliti dan mencermati kemudian menandatangani Surat Cuti Melahirkan tersebut. Kertas, Pulpen 2 Menit Surat Cuti Melahirkan
[ e

Kasubbag Umum memeriksa Surat Cuti Melahirkan dari Kepala Dinas dan meneruskannya .
12

kepengelola surat untuk penomoran surat keluar. Kertss, Pulpen 2 Ment Surat Cuti Melahikan

[l

Pengelola surat memberi nomor surat keluar dan mengesahkan surat serta meneruskan ke pengirim Kertas. Pul Buku Kendali Surat
13 |surat  ceraka ) dan menyampaikan ke pemohon cuti melahirkan merekap dalam kartu kendali cuti K nask o d:f% my lhendl ot 2 Menit Surat Cuti Melahirkan

serta meneruskan surat sesuai dengan tembusan. arytencalow

Pemah: j i i ketent lesai cuti
14 emohon menjalankan cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah selesai cuti Surat Cuti Melahitkan 2 Menit Surat Cuti Metahitkan

melahirkan bisa kembali bertugas seperti biasa




SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Pongadministrasi KETERANGAN
Penelash ag Umum Kabid, Kasubbid Sekrotaris Kepala Dinas Pemohon periengkapan Waktu Output
Teknis Kebljakan
Permohonan cuti melahirkan berdasarkan surat keterangan dari dokfer yang menyatakan bahwa yang ’ .
bersangkutan mendekati masa persalinan diterima dan diteruskan / diserahkan ke Kasubbag Umum frerias; Fuinen 2 ufat Keferargar et Dokter
]
Kasubbag Umum memeriksa dan mempelajari serta menugaskan pengelola surat untuk membuat § ) .
permohonan surat cuti melahirkan sesuai dengan format yang sudah ada. Kertas, Puipen 2 Menit Lember Disposis
[k
Perjgslola_ surat membuat surat permohonan cuti melahirkan sesuai dengan pengajuan permohonan Komputer, Prsnfer, Kertas, Pulpen, 2 Menit Surat Permohionan Cuti Melahirkan
cuti dan diteruskan ke atasan langsung pemohon. Lembar Disposisi
\ 4
Kasubbag Umum memeriksa dan mempelajari serta menyetujui permohonan cuti melahirkan dan D—
mengembalikan permohonan tersebut kepada pengelola surat agar bisa diteruskan kepejabat penilai Kertas, Pulpen 2 Menit Surat Permohonan Cuti Melahirkan
atasan langsung.
E i
pengelola surat meneruskan permohonan cuti melahirkan tersebut ke Kabid / Sekretaris. Kertas, Pulpen 2 Menit Surat Permohonan Cuti Melahirkan
Sekretaris / Kabid memeriksa dan mempelajari serta menyetujui / tidak kemudian mengembalikan Kertas, Pulpen 2 Menit Surat Permohonan Cuti Melahirkan
kepada pengelola surat.
[k
€
Kertas, Puipen 2 Menit Surat Permohonan Cuti Melahirkan

Pengelola surat meneruskan permohonan cuti melahirkan ke Kepala Dinas




Mengkoordinasikan,
Merencanakan Serta
Menetapkan
Program Kerja, Tata
Kerja Dan
Mengembangkan
Semua Kegiatan
Serta Bertanggung
Jawab Atas
Terlaksananya
Tugas Pokok Dan
Fungsi Dinas
Pemnberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Mengkoordinasikan
Penyusunan Program
Dan Penyelenggaraan
Tugas — Tugas Bidang
Secara Terpada Serta
Tugas Pelayanan
Administratif Pada
BPMDES

menyurat dan
kearsipan, rumah
tangga,
perlengkapan dan
aset, urusan
pelayanan
administrasi
kepegawaian,

Cuti
Melahirkan

SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN

Pengajuan Cuti
Melahirkan

’ Kualifikasi
Persyaratan |  Waktu Dasar hukum Aktmn Pelaksana
surat keterangan {20 Menit 1. |Peraturan Mentri Dalam Mengetahui proses Pengajuan
dari dokter yang Negeri Nomor 54 Tahun Pemohonan mengajukan cuti melahirkan berdasarkan surat  |Cuti Melahirkan
menyatakan bahwa 2009 tentang Tata Naskah keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang
yang bersangkutan Dinas di Lingkungan bersangkutan mendekati masa persalinan.
lekati masa Pemerintah Daerah
persalinan Pemohonan diperiksa dan dipelajari.
2 permohonan cuti melahirkan diproses.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 [permohonan cuti melahirkan diteruskan kepejabat penilai
Tahun 2010 tentang Pedoman atasan langsung.
tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan

pejabat penilai atasan langsung memeriksa dan mempelajari
serta menyetujui / tidak permohonan cuti melahirkan.

permohonan cuti melahirkan diteliti dan dicermati kemudian
ditandatangani.

Surat cuti melahirkan direkap dalam kartu kendali cuti serta
diteruskan sesuai dengan tembusan.

cuti melahirkan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, setelah selesai cuti melahirkan bisa kembali bertugas
seperti biasa.




akan terarah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SERUYAN

Jika P ii tidak Iaksanakan, mak Tatalaksan Kberiha antor tidak |

Nomor SOP :1800.1.9/ 437 IDPMD/IX/2024
Tanggal Pembuatan  |: |17 September 2022

Tanggal Revisi - [ Agustus 2024
Tanggal Efektif S September 2024

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
y MASYARAKAT

UFIK KYRAHMAN, S,Pi., MM
A \NIP, 19750526 200604 1 015

Nama SOP - [Pelaksanaan Kebersih: ntor .

" Mgthui Tata cara pelaksaan Kebersha ant |

" |Peralatan Kebersihan Kantor/Rumah Tanga o




SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pengadministrasi
Sekretaris Kasubbag Umum Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan
1 Memerintahkan kasubbag umum menyusun Jadwal Lembar Kerja 10 menit Draf Jadwal
Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor dan
melaporkan ke sekretaris
2 membuat laporan jadwal kegiatan pemeliharaan 4 Draf Jadwal 25 menit Jadwal
kebersihan kantor, dan memerintah Pengadministrasi
Perkantora/ Penelaah Teknis Kebijakanuntuk menata
sarana dan prasarana tempat kerja
3 menata sarana dan prasarana tempat kerja, serta Jadwal 60 menit Pelaksanaan Kerja

melaksanakan kebersihan kantor




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program kerja,
tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok
dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Penyelenggaraa
n
kerumahtangga
an Badan

Kbrian
Rumah
Tangga

Pemeliharaan
Kebersihan dan
kenyamanan kantor

Kantr

terpelihara
dengan baik

elihaaan
Kebersihan
Kantor

SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR

Pelaksanaan
Kebersihan Kantor

'“lur I’l ‘iu ;.

Persyaratan | Waktu | Dasarhukum |  Aktivitas
) Peralatan 95 menit g = Mengetahdi Taté car.a?
Kebersihan pelaksanaan Kebersihan
Kantor/Rumah Kantor
Tangga
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Disahkan oleh ! KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAX DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA el
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| TAUFIK KRAHMAN, S Pi., MM
. NIP. 19780526 200604 1 015
: |Pengajuan Kenaikan Pangkat .~~~

‘ Nama SOP

Keputusan Kepala Baa eegwaan Nra Nomor 12 Tahun 2002 tetang Ketentuan | | Mengethui dan memahami peraurankpegawain tnta kenaikan pagt -
Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 12 Tahun 2002

|DATA DAFTAR URUTKEPANGKATAN (DUK)

DATA MONITORING KENAIKAN PANGKAT

Mengakibatkan ktenbatan knaika pnk yang bersangkutn, da an dilaksanaan pada | Monitoring naikan Pangkat dan thar Urut Keangkat

periode bulan di depannya




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi | Penelaah Teknis . - < Keterangan
Pg rkantoran Kebijakan Kasubbag Umum Sekretaris Kadis Pegawai Kelengkapan Waktu Output
8  |Melegalisir berkas kenaikan pangk: Berkas kenaikan pangkat yang 10 menit Berkas kenaikan pangkat
sudah diverifikasi yang sudah dilegalisir
9 |Memparaf legalisir berkas kenaikan pangkat Berkas kenaikan pangkat yang 5 menit Berkas kenaikan pangkat
sudah dilegalisir yang sudah dilegalisir
AR dan diparaf Kasubbag
>| r Umum
10  |Menandatangani legalisir berkas kenaikan pangkat (a.n. Kepala Dinas) Berkas kenaikan pangkat yang 10 menit Legalisisr berkas
sudah dilegalisir dan diparaf kenaikan pangkat
Kasubbag Umum
11 [Memt surat peng; kenaikan pangkat E Legalisisr berkas kenaikan 15 menit Surat pengantar kenaikan
I pangkat pangkat
L
12 |Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan Surat pengantar kenaikan 10 menit Surat pengantar kenaikan
dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah b 4 pangkat pangkat yang sudah
‘benar maka dibubuhkan paraf / \ < diparaf kasubbag
Tidak ~
te Tidak
12 |Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan Surat pengantar kenaikan 10 menit Surat pengantar kenaikan
dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar / pangkat yang sudah diparaf pangkat yang sudah
ditandatangani an. Kepala DPMD Kabupaten Seruyan > \ > < kasubbag diparaf sekretaris
b Tidak
13 |Memeriksa surat y kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan Surat pengantar kenaikan 10 menit Surat pengantar kenaikan
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani pangkat yang sudah diparaf pangkat yang sudah
an. Kepala DPMD Kabupaten Seruyan :\> sekretaris ditandatangani Kadis
13 |Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKPSDM Surat pengantar kenaikan 30 menit Surat pengantar kenaikan
pangkat yang sudah pangkat & kelengkapan
‘ >: ditandatangani Kadis berkas




SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi | Penelaah Teknis . . iy . ’ Keterangan
Perkantoran Kebijakan Kasubbag Umum Sekretaris Kadis Pegawai Kelengkapan Waktu Output
1 |Menginformasikan kepada Pengadministrasi Kepeg; g PNS yang akan Data Monitoring Kenaikan 5 menit Data kenaikan pangkat
naik pangkat pada periode bulan april atau oktober tahun berjalan Q— Pangkat pegawai
oo e
2 |Membuat surat pemberitahuan kepada PNS yang akan naik pangkat terkait Data kenaikan pangkat 15 menit Draft surat
dokumen yang belum lengkap (legalisir) pegawai pemberitahuan kenaikan
I pangkat
3
3 |Memeriksa surat pemberitahuan. Jika surat sudah benar maka diparaf, jika masih Draft surat pemberitahuan 10 menit Draft surat
ada kesalahan pada surat, dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian kenaikan pangkat pemberitahuan kenaikan
untuk diperbaiki v pangkat yang sudah
N diparaf Kasubbag
Umum
Tidak ~ Ya
4 M dat: i surat pemberitah kenaikan pangkat (a.n. Kepala Dinas) Draft surat pemberitahuan 5 menit Surat pemberitahuan
kenaikan pangkat yang sudah kenaikan pangkat
diparaf Kasubbag Umum
5 |Menyampaikan surat pemberitahuan ke masing-masing bidang dan diumumkan Surat pemberitahuan kenaikan 5 menit Surat pemberitahuan
dipapan pengumuman DPMD Daerah Kabupaten Seruyan pangkat kenaikan pangkat
6  |Menyampaikan berkas kepada Pengadministrasi Kepegawaian Surat pemberitahuan kenaikan 5 menit Berkas kenaikan pangkat
*I—_:j pangkat
Tidak
7 |Melakukan cek kelengkapan berkas kenaikan pangkat. Jika belum lengkap Berkas kenaikan pangkat 15 menit Berkas kenaikan pangkat
dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika sudah lengkap dilanjutkan yang sudah diverifikasi

pada proses selanjutnya

Ya




SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

an | Waktu | Dasar hukum Aktivitas Kualifikasi Pelaksana
Memimpin, membina, Acuan data Kepegawaian Usul Mengusulkan Kenaikan |Usulan Kenaikan |Pengajuan Fhoto Copy 140 menit |Keputusan Kepala Badan |Mengecek Monitoring {Memahami Daftar Urut
mengkoordinasikan, Kenaikan [Kenaikan Pangkat |Pangkat |Pangkat Pegawai |Kenaikan Pangkat [Pangkat Terakhir Kepegawaian Negara Kenaikan Pangkat Kepangkatan dan
merencanakan serta menetapkan Pangkat Negeri Sipil yang di legalisir, Nomor 12 Tahun 2002 |Bulan April dan Bulan  |Monitoring Kepangkatan
program kerja, tata kerja dan Fhoto Copy DP3 tentang Ketentuan Oktober
mengembangkan semua kegiatan yang dilegalisir. Pelaksanaan PP Nomor 99
. Tahun 2000 tentang

serta bertanggungjawab atas : "

Kenaikan Pangkat
terlak§arx_anya tugas pokok dan Pogawsi Negesi Sipil,
fungsi Dinas Pemberdayaan athagsim il
Masyarakat dan Desa beberapa kali diubah

terakhir dengan PP No 12

Tahun 2002
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Nama SOP

1. Undang-undang No. 8 hu 14 Undang-Undang No. 43Tahn 199 tentang kk . Mengetahi dan memahami rura epegawatangkenaia Gji Brkaa

pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- MONITORING KENAIKAN GAJI BERKALA

Mengakibaan keerlambatan kenaikan aji Berkala yang bersagkutan Monitorin Keikan Gji Berkala




SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi | Penelaah Teknis . i Keterangan
Perkantoran Kebijakan Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Menginformasikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian tentang PNS yang akan Data Monitoring Kenaikan 5 menit Data Monitoring
naik Gaiji Berkalanya ( ) Gaiji Berkala kenaikan Gaji
Berkala pegawai
2  |Membuat konsep Kenaikan Gaiji Berkala PNS N Data kenaikan Gaji 15 menit Draft Konsep surat
Berkala kenaikan Gaji
Berkala
[y
3 |Memeriksa Konsep Kenaikan Gaji Berkala PNS Jika sudah benar maka diparaf, jika Draft konsep surat 10 menit Draft Konsep surat
masih ada kesalahan maka dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian kenaikan Gaji Berkala kenaikan Gaji
untuk diperbaiki ¥ Berkala yang sudah
N diparaf Kasubbag
Umum
Tidak ~ Ya
4 Memaraf Konseptor yang sudah diperiksa kenaikan Gaji Berkala PNS Oleh Kasubbag Draft Konsep surat 5 menit Surat kenaikan
Umum kenaikan Gaji Berkala Gaiji Berkala yang
\ yang sudah diparaf sudah diparaf
| Sekretaris
I
5 |Menandatangani Kenaikan Gaji Berkala PNS oleh Kepala Dinas Surat Kenaikan Gaji 5 menit Surat Kenaikan Gajiw
4 Berkala yang sudah Berkala
diparaf dan diperiksa
6 Dikembalikan ke Pengadministrasi Kepegawaian untuk cap basah Surat Kenaikan Gaji 5 menit Berkas Kenaikan
Berkala Gaiji Berkala
7 Mengantar berkas Kenaikan Gaji Berkala PNS ke Bidang Perbendaharaan Daerah 4 Berkas kenaikan pangkat 10 menit Surat pengantar
untuk di input kenaikan Gaji
Berkala &

kelengkapan berkas




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program kerja, tata
kerja dan mengembangkan
semua kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi DinasPemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Data Monitoring|Kenaikan
Gaji Berkala

Gaji berkala

Mengusulkan
Kenaikan Gaji
Berkala

Kenaikan ‘

Gaji
Berkala

UsulanKnikan

Gaji Berkala
Pegawai Negeri
Sipil

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

Pengajuan
Kenaikan Gaji
Berkala

Pvrcn o | MO0 Mene | vesen
Fhoto Copy 55 Menit |1. Undang-undang Mengecek Monitoring |Memahami Daftar Urut
Pangkat Terakhir, No. 8 Tahun 1974 jo. |Kenaikan Gaji Berkala |Kepangkatan dan
Fhoto Copy Gaji Undang-Undang No. Monitoring Kenaikan
Berkala 43 Tahun 1999 Gaji Berkala
Sesudahnya. tentang Pokok-pokok

Kepegawaian,

2. Peraturan
Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003 tentang
perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.
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| | TAUFIK KUtA
:[Pembuatan DUK "™~

7 Nama SOP 7

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahu 199 Ttan Daﬂr rut epangkatan (DUK) Pegwai Mengtahui dan meahai ruta epangatanmulai dari Eselonertinggi sampai yng terendah
Negeri Sipil

KenainPagkat “' o 1.DataPegaai

2. Draft DUK

Mengakibka uutan kepngkata tidk eatur, d Eselon yn tertingi sampai yan erenh Pgarsa gawai -




SOP PEMBUATAN DUK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah | Kasubbag Umum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan

1 |Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi (mutasi, Data pegawai 3 Jam Data pegawai yang sudah
kenaikan pangkat, diklat gelar dan gelar dll) CD diupdate

2 |Membuat DUK sesuai perubahan data kepegawaian W Data pegawai yang sudah 2 jam Draft DUK

diupdate
[

3 {Memeriksa DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan Draft DUK 20 menit Draft DUK yang sudah
kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika /" diparaf Kasubbag Umum
sudah benar diparaf ———'

Tidak \;
Ya Tidak

4 |Memeriksa DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan Draft DUK yang sudah diparaf 10 menit Draft DUK yang sudah
kepada kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar Kasubbag Umum diparaf Sekretaris
diparaf 3

r . -
~ Ya

5 |Menandatangani DUK Draft DUK yang sudah diparaf 5 menit DUK

< '> Sekretaris

6  |pengarsipan dan dipergunakan untuk keperluan selanjutnya Dokumen DUK 5 menit Dokumen DUK




SOP PEMBUATAN DUK

i, , e e i | Kualifikasi
Memimpin, membina, Acvan  Data Pencatatan dan Pencatatan dan |Pembuatan DUK  |Data Pegawai 6 Jam Peraturan Pemerintah |Pencatatan Data Mengetahui dan
mengkoordinasikan, Kepegawaian Pengadministrasian Pengadministrasi Nomor 15 Tahun 1979 |Pegawai dan Draft memahami Urutan
merencanakan serta menetapkan an Data Pegawai Tentang Daftar Urut  |DUK Kepangkatan mulai dari
program kerja, tata kerja dan Kepangkatan (DUK) Eselon tertinggi sampai
mengembangkan semua Pegawai Negeri Sipil yang terendah
kegiatan serta bertanggungjawab
atas terlaksananya tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa




Subbagian Penyusunan Program dan
Keuangan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
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Disahkan oleh : KEPA_LA DINAS PEMBERDAYAAN
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Penerbitan Surat Permin

mbayaran Ganti Uang (SPP-GU) SKPD
Nama SOP ey Sang//(SPP-G)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan euangan ra; Memahami Pros embat dan penerbitan Surat Permtaan embéyla'réh Ganti ag Perseiaan ( '

)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

' Doun SPP-GU ai : uratengantar , Rigas SP-GU inci SU, Suat eaanan o
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP, Salinan SPD, Surat perjyataan tanggungjawab dari
Pengguna Anggaran, Lampiran lain yang diperlukan.

Jka SOP initidak diaksanakan maka SPP-UP tidak dapat dterbitkan




PELAKSANA MUTU BAKU
N s Pembantu Bendahara Bendahara Kelengkapan Waktu Output REY
1 |menyiapkan kelengkapan untuk Surat pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-
penerbitan SPP-GU GU, Rincian SPP-GU, Surat Pengesahan
laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
UP, Salinan SPD, Surat perjyataan
Tidak tanggungjawab dari Pengguna Anggaran,
Lampiran lain yang diperiukan.
15 Menit Berkas SPP-GU
2 |Berkas dokumen SPP-GU diserahkan
kepada bendahara pengeluaran untuk
diperiksa dan diteliti jika setuju
menandatangani jika tidak setuju akan
dikembalikan kepada pembantu -
bendahara untuk diperbaiki
Berkas SPP-GU 30 Menit SSIFCRES SEE
telah di tandatangani
3 |Berkas dokumen SPP-UP yang sudah di
tandatangani disiapkan Bendahara untuk
kelengkapan pengajuan SPM
Berkas SPP-GU yang telah di 5 Menit SPP-GU

tandatangani




Menyusun rencana,
mengelola, dan
melaporkan pelaksanaan
anggaran dan capaian
kinerja Dinas, membina
dan membimbing
terhadap Bendaharawan
dan penatausahaan
keuangan serta
melaporkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan program
dan kegiataN

Mempersiapkan
dan membuat
Surat
Permintaan
Pembayaran
Ganti Uang (SPP
GU)

Menyiapkan
Dokumen
pembuatan Surat
Permintaan
Pembayaran
Ganti Uang
Persediaan (SPP-
GU)

Pembuatan dan
Penerbitan Surat
Permintaan
Pembayaran

Ganti Uang
Persediaan (SPP-|
GU)

PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)

Surat
Permintaan
Pembayaran
Ganti Uang
Persediaan
(SPP-GU) SKPD

Pembuatan dan
Penerbitan

Penerbitan Surat
Permintaan
Pembayaran Ganti
Uang (SPP-GU)
SKPD

Perlengkapan/Peralatan | Wakiu | Dasarhukum Aktivitas | Kualifikasi Pelaksana
Dokumen SPP-GU yaitu: | 50 menit |Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Memahami Proses
Surat pengantar SPP-GU, 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pembuatan dan
Ringkasan SPP-GU, Pengelolaan Keuangan Daerah, penerbitan Surat

Rincian SPP-GU, Surat
Pengesahan laporan
pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran
atas penggunaan dana SPP
UP, Salinan SPD, Surat
perjyataan tanggungjawab
dari Pengguna Anggaran,
Lampiran lain yang
diperlaukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permintaan
Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (SPP-
GU) SKPD




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-UP tidak dpat diterbitkan

Nomor SOP . |800.19 436" 2 IDPMD /IX /2024

Tanggal Pembuatan - |17 September 2022

Tanggal Revisi . T Agustus 2024
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Disahkan oleh - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

' MASYARAKAT DAWDESA

AUFIK KURAHMAN, S,Pi., MM
NIP. 16740526 200604 1015

1. Peraturan Metri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ‘ Mmahami Prses pembuatan an penerbitan Surat Perintah Membayr ang Pedian (SPMU)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerbitan Surat Perinﬁﬁ»-Mqﬂ@"aﬁpUanQ Pejsediaan (SPM-UP)

: |

Nama SOP

' PP-UP, Surat Pemataan Tanggung Jawab Pengguna Aggaran, Rencana nggarnK, SK. Bupati tnag enetapan -
Besaran UP, SK. Bupati tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, SK. Bupati tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran.




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN v i
Kuasa Pengquna Pengadministrasi KET
Bendahara Pengeluaran Pengelola PPK A 99 Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
nggaran . N
Teknis Kebijakan
1 |mengajukan usulan Penerbitan SPM-UP kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD i
C /)
Berkas SPP-UP 5 menit Berkas SPP-UP
2 |Pengelola memeriksa dan meneliti kelengkapan usulan SPM-
UP sebelum diajukan kepada PPK, apabila lengkap usulan
akan diproses tetapi apabila belum lengkap akan dikembalikan
lagi kepada Bendahara Pengeluaran. \
i Berkas SPP-UP 45 menit fia
yang telah diperiksa
Tidak
3 |Setelah dinyatakan lengkap maka pengelola akan membuat /
menerbitkan SPM-UP dan diajukan kepada PPK untuk
diparaf, jika setuju memberi paraf jika tidak setuju /
dikembalikan kepada pengelola untuk diperbaiki.
e o & > Berkas SPP-UP Berkas SPP-UP
'\ N yang telah 15 menit i tekah.di paraf
diperiksa yang P
Ya
4  |Setelah dokumen SPM-UP sudah diparaf oleh PPK maka
SPM-UP diserahkan kepada Pengguna Anggaran jika setuju Tidak
menandatangani dan meminta agendaris untuk membubuhkan
stempel jika tidak setuju dikembalikan kepada PPK untuk /
diperbaik. - Berkas SPP-UP Berkas SPP-UP
- yang telah di 30 menit yang telah di
paraf tandatangani
Ya
5 |Membubuhkan Stempel, mengarsipkan dan menyampaikan
kepada pihak yang berkepentingan @
Berkas SPP-UP
yang telah di 5 menit SPM-UP

tandatangani




Menyusun rencana,
mengelola, dan melaporkan
pelaksanaan anggaran dan
capaian kinerja Dinas,
membina dan membimbing
terhadap Bendaharawan dan
penatausahaan keuangan
serta melaporkan dan
mengevaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan

Mempersiapkan
dan membuat Surat
Perintah Membayar
Uang Persediaaan
(SPM - UP)

Menyiapkan
Dokumen
pembuatan Surat
Perintah
Membayar Uang
Persediaan (SPM-
UpP)

embu dan

Penerbitan Surat
Perintah Membayar
Uang Persediaan
(SPM-UP)

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN (SPM-UP)

Surat Perintah
Membayar Uang
Persediaan (SPM-
UP)

Pembuatan dan
Penerbitan

Perintah Membayar
Uang Persediaan
(SPM-UP)

Penerbitan urat

SPP-UP, Surat Pernyataan {100 Menit | Peraturan Menteri dalam Memahami Proses
Tanggung Jawab Pengguna Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pembuatan dan
Anggaran, Rencana Tentang Pedoman penerbitan Surat
Anggaran Kas, SK. Bupati Pengelolaan Keuangan Perintah Membayar
tentang Penetapan Besaran Daerah, Peraturan Menteri Uang Persediaan
UP, SK. Bupati tentang Dalam Negeri Nomor 59 (SPM-UP)
Pengangkatan Pengguna Tahun 2007 tentang

Anggaran, SK. Bupati Perubahan Atas Peraturan

tentang Pengangkatan Menteri dalam Negeri Nomor

Bendahara Pengeluaran.

13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

L | Peraturan Mente Dalam Ngeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-TU tidak dapat diterbitkan

Nomor SOP

:| 800191436 1 IDPMD /1X /2024

Tanggal Pembuatan

:{17 September 2022

Tanggal Revisi

2~ Agustus 2024

Tanggal Efektif oS Septmber 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
. MASYARAKAT DAN DESA
| TAUFIK KDRAHMAN, S,Pi., MM
\ | NIP. 1918052
Nama SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU)

Memahami Proses pembuatan dan enrbitan urat Peri

ntah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU)




PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadministrasi
No. KEGIATAN
P‘:’;:?::::" Pengelola PPK K"a:: Penrg?‘una Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output =
gga Teknis Kebijakan
1 |mengajukan usulan Penerbitan SPM-TU kepada Pengguna Anggaran melalui
PPK SKPD
C e
Berkas SPP-TU 5 menit Berkas SPP-TU
Tidak
2 |Pengelola memeriksa dan meneliti kelengkapan usulan SPM-TU sebelum
diajukan kepada PPK, apabila lengkap usulan akan diproses tetapi apabila
belum lengkap akan dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran. /\
- i Berkas SPP-TU
Y Tictak . i
a \/ i Berkas SPP-TU asmenit | o oh o diperiksa
3 [Setelah dinyatakan lengkap maka pengelola akan membuat / menerbitkan SPM-
TU dan diajukan kepada PPK untuk diparaf, jika setuju memberi paraf jika tidak
setuju dikembalikan kepada pengelola untuk diperbaiki. / \
;\/< Berkas SPP-TU Berkas SPP-TU
Tidak erkas - . erkas -
- yang telah diperiksa 12imenky yang telah di paraf
Ya
4 |Setelah dokumen SPM-TU sudah diparaf oleh PPK maka SPM-TU diserahkan
kepada Pengguna Anggaran jika setuju menandatangani dan meminta
agendaris untuk membubuhkan stempel jika tidak setuju dikembalikan kepada
PPK untuk diperbaiki. ‘/\
'\/ Berkas SPP-TU
Berkas SPP-TU ’ :
i 30 menit yang telah di
v yang telah di paraf tandatangani
5 |Membubuhkan Stempel, mengarsipkan dan menyampaikan kepada pihak yang \
berkepentingan @
Berkas SPP-TU
yang telah di 5 menit SPM-TU

tandatangani




PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAMBAH UANG (SPM-TU)

apan ; ‘ '  Kualifikasi |
laan | Waktu | Dasar hukum | Aktivitas | o © "
e D0 Pelaksana
Menyusun rencana, Mempersiapa ) Menylapka Pmbuat n Surat Perintah Pembuatn Penerblta Srat SPP-TU, Daftar 100 Menit F;eraturan Menteri délam Memaﬁami
mengelola, dan dan membuat Dokumen Penerbitan Membayar dan Perintah Membayar |Penggunaan TU, Negeri Nomor 13 Tahun Proses
melaporkan pelaksanaan|Surat Perintah  [pembuatan Surat Perintah  [Tambahan Uang|Penerbitan | Tambah Uang Surat Pernyataan 2006 Tentang Pedoman pembuatan dan
anggaran dan capaian Membayar Surat Perintah |Membayar Persediaan (SPM-TU) Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan penerbitan Surat
kinerja Dinas, membina |Tambahan Uang |Membayar Tambahan (SPM-TU) Pengguna Daerah, Peraturan Perintah
dan membimbing (SPM-TU) Tambahan Uang Anggaran, Nota Menteri Dalam Negeri Membayar
terhadap Bendaharawan Uang Persediaan Persetujuan TU, Nomor 59 Tahun 2007 Tambahan Uang
dan penatausahaan Persediaan (SPM-TU) SPD tentang Perubahan Atas Persediaan (SPM-
keuangan serta (SPM-TU) :Ierahfr:ln Mengzri 1Si:s‘:am TU)
melaporkan dan EJENIINOMOF 1.0 Taltmn
P 2006 tentang Pedoman

mengevaluasi
pelaksanaan program Pengelolaan Keuangan
oy iostibars Daerarf dan Peraturar)
BAReS Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP initidak dilaksanakan maka SPM-LS Geji dan Tunjangan fidak dapat diterbitkan

. | Peraturan Menteri Dalam Neri Nor 13 Tahun 2006 tentang elo|a Keuangan ar; N

Penerbitan Surat Perintéh

\\

Nomor SOP :1800.1.9/ 637 T [DPMD /IX / 2024
Tanggal Pembuatan : |17 September 2022
Tanggal Revisi 7 Agustus 2024
Tanggal Efektif 0%  Septmber 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT D
e 5 | ’
il is.‘v NIP; 197
Nama SOP

»

ﬂe‘r{:bayad:an ’éqng (SPM-LS) Gaji dan tunjangan.

] Memahi Po pembu dan penerbita Su Pen baP'G’anﬁ‘Uathrsediaan (SPM—S)Gai dan tunjngan.

1 PLS aji da Tmbahan ehasila, S. Kala i embayaan gaji induk, Tabhnpenhasin, Kkurangan gaji, '
Gaji susulan, Gaji terusan, Uang duka wafat.




PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadministrasi
No. KEGIATAN Ben KET
AR Pengelola PPK i Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran Anggaran
Teknis Kebijakan
1 |mengajukan usulan Penerbitan SPM-LS Gaji dan
Tambahan penghasilan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD
& Berkas SPP-LS Gaiji Berkas SPP-LS Gaji
J dan Tambahan 5 menit dan Tambahan
Penghasilan Penghasilan
Tidak
2 |Pengelola memeriksa dan meneliti kelengkapan
usulan SPM-LS Gaiji dan Tambahan penghasilan
sebelum diajukan kepada PPK, apabila lengkap
usulan akan diproses tetapi apabila belum lengkap / \ . Berkas SPP-LS Gaji
akan dikembalikan lagi kepada Bendahara > € Berkas SPP-LS Gaji ) dan Tambahan
Pengeluaran. Ya \ dan Tamb:ahan 45 menit Penghasilan yang telah
Penghasilan i
diperiksa
Tidak
3 |Setelah dinyatakan lengkap maka pengelola akan
membuat / menerbitkan SPM-LS Gaji dan
Tambahan penghasilan dan diajukan kepada PPK
untuk diparaf, jika setuju memberi paraf jika tidak \ Berkas SPP-LS Gaji Berkas SPP-LS Gaji
setuju dikembalikan kepada pengelola untuk > & dan Tambahan dan Tambahan
diperbaiki. ) 15 menit "
Ya Tidak Penghasilan yang telah Penghasilan yang telah
diperiksa di paraf
4 |Setelah dokumen SPM-LS Gaji dan Tambahan
penghasilan sudah diparaf oleh PPK maka SPM-
LS Gaji dan Tambahan penghasilan diserahkan
hiagisin Pidagqerie. Kogasnijis st N Berkas SPP-LS Gaji Berkas SPP-LS Gaji
menandatangani dan meminta agendaris untuk > dan Tambahan . dan Tambahan
membubuhkan stempel jika tidak setuju Ya Penghasilan yang telah 30 menlt Penghasilan yang telah
dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. di paraf di tandatangani
5 |Membubuhkan Stempel, mengarsipkan dan y
menyampaikan kepada yang berkepentingan ( )
Berkas SPP-LS Gaji
dan Tambahan . SPM-LS Gaji dan
5 menit

Penghasilan yang telah
di tandatangani

Tambahan Penghasilan




Menyusun rencana,
mengelola, dan melaporkan
pelaksanaan anggaran dan
capaian kinerja Dinas,
membina dan membimbing
terhadap Bendaharawan dan
penatausahaan keuangan
serta melaporkan dan
mengevaluasi pelaksanaan
program

Mempersiapkan  |Menyiapkan

dan membuat Surat| Dokumen

Permintaan pembuatan Surat

Pembayaran Perintah

Langsung (SPP -  |Membayar

LS) Gaji dan Langsung (SPM-

Tunjangan LS) Gaji dan
tunjangan.

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Pembuatan dan
Penerbitan Surat
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-
LS) Gaji dan
tunjangan.

Surat Perintah
Membayar
Langsung
(SPM-LS) Gaiji
dan tunjangan.

Pembuatan dan
Penerbitan

Penerbitan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)
Gaiji dan tunjangan.

Perlengkapan/ . & | Kualifikasi
" Porstéan | Waktu Bakaum Aktivitas | Polaksini
SPP-LS Gaiji 85 Menit |Peraturan Menteri dalam Negeri Memahami Proses
dan Tambahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pembuatan dan
penghasilan, Pedoman Pengelolaan penerbitan Surat
SK. Kepala Keuangan Daerah, Peraturan Perintah
Dinas, Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Membayar Ganti
Pembayaran Tahun 2007 tentang Perubahan Uang Persediaan
gaji induk, Atas Peraturan Menteri dalam (SPM-LS) Gaji dan
Tambahan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tunjangan.
penghasilan, tentang Pedoman Pengelolaan
Kekurangan Keuangan Daerah dan Peraturan
gaji, Gaji Menteri Dalam Negeri Nomor 21
susulan, Gaji Tahun 2011 Tentang Perubahan
terusan, Uang Kedua Atas Peraturan Menteri
duka wafat. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah




Nomor SOP : 1800.1.9/ 55,7.2 /DPMD /IX / 2024
Tanggal Pembuatan  |: |17 September 2022
Tanggal Revisi : + Agustus 2024
Tanggal Efektif : oS Septmber 2024
Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA v
KABUPATEN SERUYAN &/
l& L | s NJP 19780526 200604 1 015
Nama SOP : |Penerbitan Surat Penh'ifh ﬂembayar Gantl Uang (SPM-GU)

1 Peratran Mten' Dalam Negeri omor 13 aun06 entang Penellanen Dra; T Meahmi Proses pebuatn dan nerbtan Sur Perinta ebaya Gatiang Prsiaan (PM-GU)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

: SPP—G, S myaan nggung awabgguna Agar Laporan Pengugjaan Peguna
Anggaran, Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-GU tidak dapat diterbitkan




No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Bendahara Pengeluaran

Pengelola

PPK

Pengguna Anggaran

Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah
Teknis Kebijakan

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

mengajukan usulan Penerbitan
SPM-GU kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD

C e

Berkas SPP-GU

5 menit

Berkas SPP-GU

Pengelola memeriksa dan meneliti
kelengkapan usulan SPM-GU
sebelum diajukan kepada PPK,
apabila lengkap usulan akan
diproses tetapi apabila belum
lengkap akan dikembalikan lagi
kepada Bendahara Pengeluaran.

Tidak

Berkas SPP-GU

45 menit

Berkas SPP-GU yang
telah diperiksa

Setelah dinyatakan lengkap maka
pengelola akan membuat /
menerbitkan SPM-GU dan
diajukan kepada PPK untuk
diparaf, jika setuju memberi paraf
jika tidak setuju dikembalikan
kepada pengelola untuk diperbaiki.

Tidak

Berkas SPP-GU yang
telah diperiksa

15 menit

Berkas SPP-GU yang
telah di paraf

Setelah dokumen SPM-GU sudah
diparaf oleh PPK maka SPM-GU
diserahkan kepada Pengguna
Anggaran jika setuju
menandatangani dan meminta
agendaris untuk membubuhkan
stempel jika tidak setuju
dikembalikan kepada PPK untuk
diperbaiki.

\
/

Berkas SPP-GU yang
telah di paraf

30 menit

Berkas SPP-GU yang
telah di tandatangani

Membubuhkan Stempel

Berkas SPP-GU yang
telah di tandatangani

5 menit

SPM-GU




lenyusun rencana,
mengelola, dan
melaporkan pelaksanaan
anggaran dan capaian
kinerja Dinas, membina
dan membimbing terhadap
Bendaharawan dan
penatausahaan keuangan
serta melaporkan dan
mengevaluasi pelaksanaan
DPMD

Mempersiapkan
dan membuat
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP) dan Surat
Perintah
Membayar (SPM)

Menyiapkan
Dokumen
pembuatan Surat
Perintah
Membayar Ganti
Uang Persediaan
(SPM-GU)

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG (SPM-GU)

Pembuatan dan
Penerbitan Surat
Perintah
Membayar Ganti
Uang Persediaan
(SPM-GU)

Surat Perintah
Membayar Ganti
Uang Persediaan
(SPM-GU)

Penerbitan

Pembaladn

Penerbitan Surat
Perintah Membayar
Ganti Uang (SPM-
GU)

Perlengkapan/Peral | PO Kualifikasi

| atan e e | e | e
SPP-GU, Sura 100 Menit  |Peraturan Menteri dalam Memahami Proses
Pernyataan Negeri Nomor 13 Tahun pembuatan dan
Tanggung Jawab 2006 Tentang Pedoman penerbitan Surat
Pengguna Anggaran, Pengelolaan Keuangan Perintah

Laporan Daerah, Peraturan Membayar Ganti
Pertanggungjawaban Menteri Dalam Negeri Uang Persediaan
Pengguna Anggaran, Nomor 59 Tahun 2007 (SPM-GU)

Laporan , Bukti-bukti
pengeluaran yang
sah dan lengkap.

tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan

Daerah




KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Nomor SOP : 1800.1.9/ 2 8- I IDPMD /1X / 2024
Tanggal Pembuatan . |17 September 2022

Tanggal Revisi : F  Agustus 2024
Tanggal Efektif : 0%  Septmber 2024

Disahkan oleh

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1
KABUPATEN SERUYAN o\ 5 NIP. 19780526 200604 1 015
Nama SOP . |Penerbitan Surat Pe mﬁ(\, ' arari Uang Persediaan (SPP-UP)

! eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentangPengeloIan Keuangan aerah; Memahami rose embuata dan penerbi uat Permintaan Pembayaran ang Persediaan (SP-UP) SKPD

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokume SPP-UP yait - Surat pegt SPP-UP, Ringksa PP-, Rincia PP-UP, Salinan SPD, Surat pernyataan
tanggung jawab dari oleh pengguna anggaran.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPP-UP tidak dapat diterbitkan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN KET
Pembantu Bendahara Bendahara Kelengkapan Waktu Output
1 |menyiapkan kelengkapan untuk penerbitan SPP- Surat pengantar SPP-UP, Ringkasan SPP-
up UP, Rincian SPP-UP, Salinan SPD, Surat
pernyataan tanggung jawab dari oleh
pengguna anggaran.
15 Menit Berkas SPP-UP
2 |Berkas dokumen SPP-UP diperiksa dan diteliti jika
setuju menandatangani jika tidak setuju Tidak
dikembalikan ke Pembantu Bendahara
Ya Berkas SPP-UP 30 Menit Berkas SPP-UP yang telah di
tandatangani
3 |Berkas dokumen SPP-UP yang sudah di
tandatangani disiapkan Bendahara untuk
kelengkapan pengajuan SPM
Berkas SPP-UP yang telah di tandatangani 5 Menit SPP-UP




eyusun rencana, Mempersipk

mengelola, dan an dan
melaporkan pelaksanaan|membuat
anggaran dan capaian  |Surat
kinerja Dinas, membina |Permintaan
dan membimbing Pembayaran
terhadap Bendaharawan |(SPP - UP)

dan penatausahaan
keuangan serta
melaporkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan program
dan kegiatan Sub
Bagian.

Menyiapkan
Dokumen
pembuatan
Surat
Permintaan
Pembayaran
Uang
Persediaan
(SPP-UP)

Pembuatan dan |Surat

Penerbitan Surat|{Permintaan
Permintaan Pembayaran
Pembayaran Uang

Uang Persediaan
Persediaan (SPP-UP)
(SPP-UP) SKPD

Pembun dan
Penerbitan

Penerbitan Surat
Permintaan
Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-
UP) SKPD

Dokumen SPP-UP yaitu :
Surat pengantar SPP-UP,
Ringkasan SPP-UP, Rincian
SPP-UP, Salinan SPD, Surat
pernyataan tanggung jawab
dari pengguna anggaran,

Lampiran lain yang diperlukan.

SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD

Waktu

Das@r hukum

Kualifikasi
Pelaksana

50 menﬁ

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Memahami Proses
pembuatan dan
penerbitan Surat
Permintaan
Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP)
SKPD




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-LS Barang Jasa tidak dapat diterbitkan

Nomor SOP : [ 800.1.9/ 628 Z/IDPMD /IX / 2024
Tanggal Pembuatan : |17 September 2022
Tanggal Revisi 4+  Agustus 2024

0%  Septmber 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

yarLangsung (SPM-LS) Barang / jasa.

N

SPP-LS Barang dan jasa, Kontrak/SPK, Surat Pemyataan SPM-LS, Kwitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah terima
barang, Surat Pemyataan Tanggung Jawab/keabsahan dokumen, faktur pajak beserta SSP yang telah diisi dan diketahui oleh pejabat

yang berwenang.




PELAKSANA

MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pengadministrasi KET
PPTK Bendahara Pengeluaran Pengelola PPK Kuasa Pengguna Anggaran Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan
1 | mengajuken usulan Penerbitan SPM-LS Barang dan jasa kepada Bendahara pengeluaran SKPD
C /"
Berkas SPP-LS Barang dan Jasa Sacki | D906 SEVLS Sy
Tidak
2 iksa dan menelif gt usulan SPM-LS Barang dan jasa sebelum diajukan kepada PPK melalui staf Ya
| pengelola, apabia lengkap usulan akan diproses tetapi apabia belum lengkap akan dikembalikan lagi kepada PPTK
untuk diengkapi / \
TN ks Berkas SPP-LS Barang
Berkas SPP-LS Barang dan Jasa 45 menit dan Jasa yang teiah
diperiksa
Tidak
3 riksa dan meneli gkapan usulan SPM-LS Barang dan jasa sebelum diejukan kepada PPK, apabia Ya
lengkap usulan akan diproses tetapi apabia belum lengkap akan lagi kepada Bendah
Pengeluaran /\
\ / Tidak Berkas SPP-LS Barang dan Jasa P B“m‘“:: 1S %:::9
yang telah diperiksa e " yang
4 |Setelah dinyatakan lengkap maka pengelola akan buat / SPM-LS Barang dan jasa dan digjukan Ya
kepada PPK untuk diparaf, jika setuju memberi paraf jika lidek setuju dikembalikan kepada pengelola untuk
Foval O\
A Tidak Bertas SPPLS Bareng danJosa | oo m;'j:ﬁ
yang telah diperiksa peraf
5 |Setefah dokumen SPM-LS Gaji dan Tambahan penghasian sudah diparaf oieh PPK maka SPM-LS Barang dan Ya
jasa diserahkan kepada Pengguna Anggaran jika setuju i dan meminta s untuk
membubuhkan stempel ika tidek setuju dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. />
Berkas SPP-LS Barang
'\ Bmx:m:n Jasa 5 menit dan Jasa yang lelah &
tandatangani
Ya
6 Stempel untuk diarsipkan dan diteruskan kepada yang berkepentingan R
Berkas SPP-LS Barang dan Jasa Smeni SPM-LS Barangldasa

yang telah di tandatangani




dan membimbing terhadap

dan capaian kinerja Dinas, membina|Perintah Membayar

Bendaharawan dan penatausahaan
keuangan serta melaporkan dan
mengevaluasi pelaksanaan program

kan umen

pembuatan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)
Barang / jasa.

Pembuatan dan

Penerbitan Surat
Perintah
Membayar

Langsung (SPM-
LS) Barang / jasa.

Surat Perintah

Membayar
Langsung
(SPM-LS)
Barang / jasa.

Penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung
(SPM-LS) Barang / jasa.

SOP SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM - LS) BARANG JASA

Kualifikasi Pelaksana

Perlengkapan/Peralatan Waktu Dasar hukum
SPP-LS Barang dan jasa, Kontrak/SPK, Surat| 105 Menit |Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun Memahami Proses
Pernyataan SPM-LS, Kwitansi, Berita Acara 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pembuatan dan penerbitan
Penyelesaian Pekerjaan dan Serah terima Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Perintah Membayar
barang, Surat Pernyataan Tanggung 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Langsung Persediaan (SPM-
Jawab/keabsahan dokumen, faktur pajak Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun LS) Barang / jasa.

beserta SSP yang telah diisi dan diketahui

oleh pejabat yang berwenang.

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah




[Nomor sOP : [800197 39 TOPMD /X /2024

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi : 7~ Agustus 2024

Tanggal Efektif : Of  Septmber 2024

Disahkan oleh 4 KEPALA DINAS PEMBER N

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA /
KABUPATEN SERUYAN S

Nama SOP

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Memahami Proses Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar Rentra SKPD

2. SOP Pencarian Data dan Informasi Format penyusunan LAKIP

3. SOP Penetapan Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Format Pengukuran Kinerja

5. SOP Pengarsipan Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

Laporan Realisasi Keuangan

LAKIP Sebagai dokumen pertanggung jawaban atas kinerja SKPD apabila tidak dilaksanakan sesui SOP, maka proses penyusunan Lakip ini tidak akan berjalan {Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan
lencar presentase capaian kinerja.

Halaman 1



Pelaksana Mutu Buku
No. Kegiatan Kasubbag Pengadministrasi K
Sekretaris Perencanaan dan |Perkantoran/ Penelaah Teknis Kgpala Kelengkapan Waktu Output sterangan
Keuangan Kebijakan Kinas
‘ SOP alur surat
1 |Memerintahkan Penyusunana LAKIP O Disposisi Surat 30 Menit Disposisi Surat masuk dan
— keluar
. |Membuat Format pengumpulan data dan informasi Kinerja ) . Format penyusunan LAKIP
2 | dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Disposisi Surat 2 Jam e
DPMD
Menyampikan format pengumpulan data dan informasi Elj . Format penyusunan LAKIP
3 |Kinerja Kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat Format penyusunan LAKIP DPMD |20 Menit D)ll?MD
Menghimpun format data dan informasi Kinerja Kepada Ej ) Format penyusunan LAKIP
4 | masing-masing Bidang dan Sekretariat Format penyusunan LAKIP DPMD |2 Hari J DYDMD
Menganalisis dan Mengevalusi data dan informasi Kinerja )
2 yang telah terkumpul Format penyusunan LAKIP DPMD |1 Hari Draft LAKIP DPMD
YA J—
6 |Membuat Dokumen LAKIP DPMD I Draft LAKIP DPMD 1 hari Draft LAKIP DPMD SOP penetapan
l kinerja
7 |Mengkoreksi Dokumen LAKIP DPMD </ sk Draft LAKIP DPMD 1 Jam Dokumen LAKIP DPMD
Menyampaikan Dokumen LAKIP Kepada BPMDES untuk )
8 meminta persetujuan L Dokumen LAKIP DPMD 20 Menit Dokumen LAKIP DPMD
Penandatanganan Dokumen LAKIP DPMD oleh Kepala ) Disposisi Persetujuan dokumen
B tasdan I I Dokumen LAKIP DPMD 15 Menit e et
s
40 |Pembuatan surat pengatar pengiriman sekaligus Disposisi Persetujuan dokumen |, . Sk ; SOP a':‘(’ surat
penomoran surat LAKIP DPMD j urat Pengantar masuk dan
keluar
11 |Penggandaan Dokumen LAKIP DPMD Surat Pengantar 30 Menit Dokumen LAKIP DPMD
Pengiriman Dokumen LAKIP DPMD ke Setda Up. Bagian .
12 < > Dokumen LAKIP DPMD 30 Menit Dokumen LAKIP DPMD

Organisasi Kab. Seruyan

Halaman 1



Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program kerja,
tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok
dan fungsi Dinas
Pemberdayaan masyarakat
dan Desa

: Pengevalian

hasil pelaksanaan
kegiatan dan
program sebagai
bahan dalam
penyusunan
perencanaan
kegiatan tahun
berikutnya

Penyusunan profil

dalam
pembangunan
sebagai bahan
evaluasi kinerja
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
desa

Menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP) SKPD

Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD

SOP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP)

R PR R Kualiiasi
Renstra SKPD, S Hari  [1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 |Kepala Dinas Memahami Proses
Format penyusunan tentang penyelenggaraan Negara yang memerintahkan Pembuatan Laporan
LAKIP, Dokumen bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan |Sekretaris Dinas untuk  |Akuntabilitas Kinerja
Penetapan Kinerja, Nepotisme menugaskan kasubbag |Instansi Pemerintah
Format Pengukuran 2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan |Perencanaan guna (LAKIP) SKPD
Kinerja, Data dan Nomor 07 Tahun 2008 tentang mempersiapkan bahan
Informasi Capaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja |dan data penyusunan
Kinerja SKPD, dan Dinas Daerah Laporan Akuntabilitas
Laporan Realisasi Kinerja Instansi
Keuangan. Pemerintah (LAKIP)




Nomor SOP | 800.1.9/ B40- 1 IDPMD /1X 1 2024

Tanggal Pembuatan : {17 September 2022

Tanggal Revisi : 7 Agustus 2024

Tanggal Pengesahan | D6  Septmber 2024

Disahkan Oleh : .KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (R
KABUPATEN SERUYAN (2 | AHMAN, 5,Pi., MM

: |Penyusunan Rencana Strategis |

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Memahami Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Memahami Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan dan
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

o tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

" Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

*

1. RKPD Aturan perundang-undangan dan Dokumen RPJMD

2. LAKIP

Renstra SKPD sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Resntra SKPD tidak akan berjalan lancar




Pelaksana Mutu Buku Keterangan
No KEGIATAN Kasubbag Pengadministrasi
Sekretaris | Perencanaan dan Kabid kadis Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Teknis Kebijakan
1 |Memerintahkan Penyusunan RENSTRA O Disposisi Surat 30 Menit |Disposisi Surat
S
Membuat Format pengumpulan data dan informasi RENSTRA Format penyusunan RENSTRA
2 dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Format penyusunan RENSTRA DPMD 1Jam DPMD
—
Menyampikan format pengumpulan data dan informasi )
3 RENSTRA Kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat Format penyusunan RENSTRA DPMD | 30 Menit Draft RENSTRA DPMD
I sesenm
Mengundang Kadis dan Pejabat Eselon Ill untuk rapat I l )
4 pembahasan RENSTRA Udangan Rapat 30 Menit Udangan Rapat
¥ ) ¥ v
5 |Melaksanakan Rapat Pembahasan RENSTRA | . J L ] [ v ] L'T—l Draft RENSTRA DPMD 3 Jam Draft RENSTRA DPMD
Menghimpun Format data dan informasi RENSTRA Tahunan ) SOP pencarian data
6 dari masing-masing Bidang dan Sekretariat | l Draft RENSTRA DPMD 1 Hari Draft RENSTRA DPMD dan informasi
7 Menganalisis data dan informasi RENSTRA yang telah Draft RENSTRA DPMD = B Draft RENSTRA DEMD
terkumpul
8 |Membuat konsep RENSTRA Tahunan I_.;: Draft RENSTRA DPMD 2 Hari Draft RENSTRA DPMD e
9 [Mengkoreksi Konsep RENSTRA G/ meame Dokumen RENSTRA DPMD 3 Jam Dokumen RENSTRA DPMD
10 |Menyampaikan Dokumen RENSTRA —LD Dokumen RENSTRA DPMD 15 Menit Dokumen RENSTRA DPMD
Penandatanganan Dokumen RENSTRA Badan oleh Kepala .| Disposisi Persetujuan dokumen
11 Badan Dokumen RENSTRA DPMD 15 Menit RENSTRA DPMD
Pembuatan surat pengatar pengiriman sekaligus penomoran i SOP alur surat
12 surat - Konsep Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar agik dafkelar
h A
13 [Penggandaan Dokumen RENSTRA Dokumen RENSTRA DPMD 2 Jam Dokumen RENSTRA DPMD
14 5::g:gzgnD°k”me” i CS Dokumen RENSTRA DPMD 10 Menit | Dokumen RENSTRA DPMD




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan
semua kegiatan
serta
bertanggungjawab
atas terlaksananya
tugas pokok dan
fungsi Dinas
Pemeberdayaan
Masyarakat dan Desa

bahan dan
data
penyusunan
Rencana
Strategis
(RENSTRA)

Peiapan '

Penyiapan
bahan
koordinasi
untuk
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Desa

Meyun

Rencana
Strategis
(Renstra)

Rea
SKPD

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Penyusunan

Penyusunan

Rencana
Strategis
(Renstra)

Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah

5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah

= Persyamhn Waktu Dasar hukum 7 ‘ Akﬁvitas Pelal

Formulir Rencana 5Hari |1)Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 |Kepala Badan Memahami
Kerja (RENSTRA) tentang Sistem Perencanaan memerintahkan Proses
Usulan Kegiatan Pembangunan Nasional (SPPN) Sekretaris Badan Pembuatan
Bidang-bidang 2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 |untuk menugaskan |[Rencana
SKPD dan Format tentang Pemerintah Daerah kasubbag Strategis
penyusunan Renja 3) Peraturan Pemerintah Republik Perencanaanguna |(Renstra) SKPD

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 mempersiapkan

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, |bahan dan data

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan |penyusunan

Rencana Pembangunan Rencana Strategis

4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor |(Renstra) dari

23 Tahun 2013 masing-masing

Tentang Pedoman Penyusunan, bidang SKPD




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

. tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

" Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

1. Renstra SKPD
2. RKPD

3. LAKIP

Nomor SOP - 1800.1.9/44i- [ IDPMD 11X 12024

B

Tanggal Pembuatan - |17 September 2022

Tanggal Revisi | 3 Agustus 2024

Tanggal Efektif 2| pB  Septmber 2024

Disahkan oleh : .KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

Memahami Proses Pembuatan Rencana Kerja (Renja)

: |Penyusunan Rencana Kerja{Ren 2

Formulir Rencana Kerja (RENJA) omputerlLaptop, Printer, Kertas dan Stampel '

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) akan terlambat dan kegiatannya tidak terkendali




No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubbag
Perencanaan dan
Keuangan

Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah
Teknis Kebijakan

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Kepala Dinas Menugaskan Sekretaris Dinas
untuk mempersiapkan bahan dan data
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

_J

Agenda Kerja

15 Menit

Disposisi

Sekretaris Dinas memerintahkan Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan untuk
mengumpulkan bahan dan data untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Disposisi

15 Menit

Disposisi

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
memerintahkan Pelaksana untuk

mengumpulkan bahan dan data dari masing
masing bidang SKPD

Disposisi

15 Menit

Disposisi

Pelaksana mengumpulkan bahan dan data
dari masing-masing bidang SKPD serta
menyerahkan kepada Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan

Disposisi

2 Hari

Bahan dan data,
Disposisi




Kasubbag Perencanaan dan Keaungan
menyiapkan dan menyusun konsep dalam
pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD
dan menyerahkan kepada Sekretaris Dinas

~

Bahan dan data,

2 Hari

Draf dan Konsep

Disposisi Penyusunan
Sekretaris Dinas memeriksa konsep
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. v T
Jika setuju memberi paraf dan
menyerahkan kepada Kepala Dinas Jika -
tidak setuju mengembalikan kepada -
Kasubbgg Perepcanaan dan Keuangan Draf dan Konsep 1 Jam Draf Renja yang
untuk diperbaiki. Ya Penyusunan diparaf Sekretaris
Kepala Dinas memeriksa draf final konsep Tidak v
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD,
jika setuju menandatangani dan meminta
agendaris untuk membubuhkan stempel, .
jika tidak setuju mengembalikan kepada T T— e 'feel;'f yang
sekretaris untuk diperbaiki diparaf Sekretaris 1 Jam ditandatangani
Ya Kepala Badan
Membubuhkan stempel
Draft Renja yang
telah . .
ditandatangani 18 Renit Renja

Kepala Dinas




Memimpin,
membina,

mengkoordinasikan,
merencanakan serta

menetapkan

program kerja, tata

kerja dan
mengembangkan
semua kegiatan
serta
bertanggungjawab
atas terlaksananya
tugas pokok dan
fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Penyiap ’

bahan dan
data
penyusunan
program dan
Rencana
Kerja

Penyiapan
bahan
koordinasi
untuk
penyusunan
rencana
program dan
Rencana
Kerja Dinas
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa

Mnyusun
Rencana Kerja
(Renja)

Reja SD

Penyusunan

SOP RENCANA KERJA ( RENJA )

Penusun
Rencana Kerja
(Renja)

i ‘ v Kualifikasi
Persyaratan anQu ﬂmsafﬁquwn Aktivitas Pokikudng
Formulir Rencana| 5 Hari |1) Undang-undang Nomor 25 |Kepala Badan |Memahami
Kerja (RENJA) Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan |Proses
Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan  |Sekretaris Badan|Pembuatan

Bidang-bidang
SKPD dan Format
penyusunan
Renja

Nasional (SPPN)

2) Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

3) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan

4) Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2013
Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah

untuk
menugaskan
kasubbag
Perencanaan
guna
mempersiapkan
bahan dan data
penyusunan
Rencana Kerja
(Renja) dari
masing-masing
bidang

Rencana Kerja
(Renja)




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah;

1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan dapat menyusun Penetapan Kinerja (PK) DPMD

Nomor SOP :1800.1.9/ £A2 - 1 IDPMD /X / 2024
Tanggal Pembuatan  |:[17 September 2022

Tanggal Revisi ?. Agustus 2024

Tanggal Efektif 29 Septmber 2024

KEPALA DINAS PEMBER
MASYARAKAT

Disahkan oleh

| [TAUFIKKU

L UNIP 16780

HMAN, S,Pi., MM

76 200604 1015

Nama SOP

:|Penyusunan Perjanjian Kihﬁ_rj@(ﬁ\K)‘-:

1. Mengetahui mekanisme sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Memahami system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMD

3. Memahami instrumen-instrumen dalam Penetapan Kinerja (PK) DPMD

Komputer
Printer
ATK

Data Realisasi Anggaran DPMD

1. Surat masuk

2. Surat keluar

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan bisa mengukur tingkat kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah




PELAKSANA MUTU BAKU
ne. QA Kasubbag Pengadministrasi KEF
Perencanaan dan Perkantoran/ Penelaah Sekreatris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Teknis Kebijakan
Memberi disposisi kepada Staf pelaksana untuk menyusun @" K?ms Disposisi, No_ta . N
1 Danetinas Kingi Dinas,Surat Instruksi 30 menit Disposisi
P ) Penyusunan PK DPMD
Menerima disposisi dan mempersiapkan data untuk penyusunan
Penetapan Kinerja
2 Lembaran Disposisi, 1 Hari Disposisi
Mengumpulkan data-data Pendukung dalam Penyusunan A SOP Pengumpulan
Penetapan Kinerja dari bidang Lembaran Disposisi, data-data data
3 pendukung, Peraturan Perundang 7 Hari Disposisi
undangan
Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan menyerahkan draf . N
Penetapan Kinerja ke Kasubbag Lembaran Disposisi, data-data
4 pendukung, Peraturan Perundang 5 Hari Draf Laporan
A undangan
Memaraf dan memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika
setuju menyampaikan ke sekretaris, jika tidak mengembalikannya ke
staf untuk diperbaiki Lembar disposisi, Draf Dokumen
S Tidak Tidak Penetapan Kinerja e e
Memaraf dan memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika
setuju menyampaikan ke kepala dinas jika tidak mengembalikannya
ke Kasubbag untuk diperbaiki Lembar disposisi, Draf Dokumen
7 . L 1 Jam Draf Laporan
Tidak Penetapan Kinerja
Memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika setuju
SR ? . ya
n?endatfar?gam jika tidak mengembalikannya kesekretaris untuk . / Listibar:cheposiel, Drelf Dokuien Dokumen
8 |diperbaiki > G 1 Jam Penetapan
Penetapan Kinerja oo
Kinerja
Menerima Dokumen Penetapan Kinerja untuk ditindaklanjuti Dokumen
9 |ldikirim dan diarsipkan) D Buku agenda 20 menit Penetapan

Kineria




SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Waktu

Dasar
hukum

Aktivitas

Kualifikasi
: Pelaksana

Kepala Sub Bagian Menyiapkan bahan Meny P Dokumen Peny Dok Peny Kompute 15 menit PERMENPAN No. [Memberi disposisi kepada 1. Mengetahui mekanisme
Ketatalak puny pembinaan dan petunjuk P Penetapan Kinerja [P Kinerja  |Penetap e = 29 Tahun 2010 — g N
ikhtisar jabatan menyiapkan teknis pelaksanaan sistem dan |Kinerja DPMD Kinerja DPMD 15 menft Memberf d!SpOS!S! kep ada Kabid oS am.l'sys i
bahan perumusan kebijakan prosedur kerja, standarisasi ATK 15 menit tentang pedoman [Memberi disposisi kepada 3 Memahami instrumen-
Pemerintahan Daerah Bidang  |sarana, standar pelayanan, 15 menit penyusunan Memberi disposisi kepada Staf T’““"‘e“ dKlf'a"" .
" it Cal : Lak ot f pan Kinerja
iat P peng; Data Realisasi Anggaran DPMD i |penetapan kinerja e Al
Daerah, menyiapkan rencana | melekat, gerakan disiplin Be 1 Han dan pelaporan Menerima disposisi dan DPMD
dan program kerja, pelak ional, ak bilitas, dan 5 Hari akuntabilitas Mengumpulkan data-data
dan pelayanan administrasi, pengelol pustakaan; i X ) X tanit
fasil‘::si dan koordinasi a 2 Hari kinerja instansi Menyusun Laporsn Perjenjian
s 1 Jam ; Memaraf dan memeriksa draf

penyelenggaraan sistem dan pemerintah; -
prosedur kerja, standar 1Jam Memaraf dan memeriksa draf
petayanap, standarissst sarama, 1 Jam Memaraf dan memeriksa draf

laksa wa: o 3
[ e 1 Jam Memeriksa dan Mendatangani
disiplin nasional, akuntabilitas, 1 Jam Menerima Laporan Perjanjian

serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang tatalak

serta pelaporan
bagianberdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh

-1 800.1.9/ 842+ Z [DPMD /IX / 2024

: |17 September 2022
: 7 Agustus 2024
0Y  Septmber 2024 5
KEPALA DINAS PEMBEROAYAAN
AN DESA

MASY

TAUFIK KURAHMAN, S, Pi., MM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

RKA Badan Kepegawaian Daerah akan dijadikan sebagai Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yag berisi rencana pendapatan, rencana belanja (
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ) Program kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
penyusunan RKA SKPD tidak akan berjalan lancar

Nama SOP

peralatan/Perlengkapan

o

"NIP. 19780526 200604 1015

Dokumen Renstra dan Program, kegiatan dan anggaran

Rumusan Program, Rencana Kegiatan, dan anggaran untuk prde sa tahnkedepan




Pelaksana Mutu Buku Keterangan
No| KEGIATAN Pengadministrasi
Sekretaris Kasu:ba?(Perencanaan Kabid Kadis Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
anieuangan Teknis Kebijakan
SOP alur surat
1 |Memerintahkan Penyusunana RKA DPMD Q Disposisi Surat 30 Menit |Disposisi Surat masuk dan
keluar
| SE—
: : ; Format
2 Membuat Format pengumpulan data dan informasi RKA dari Format penyusunan 30 Menit  |Penyusunan
masing-masing Bidang dan Sekretariat RKA DPMD RKA DPMD
Draft usulan RKA
3 Menyampikan format pengumpulan data dan informasi RKA Format penyusunan 20 Menit dari masing-
Kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat RKA DPMD masing bidang
dan sekretariat
Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon |/l DPMD untuk rapat )
4 pembahasan RKA Udangan Rapat 30 Menit Udangan Rapat
5 [Melaksanakan Rapat Pembahasan RKA ¢ r ¥ | [ J 1 |—L| Draft Siu,\',fg RIGA 3 Jam Draft B’spuhlﬂag s
1 i 1
1 i J
: Draft usulan RKA .
Menghimpun Format data dan informasi RKA dari masing-masing Draft usulaq RKA kit ; dari masing- SRE pestwn
8 Bidang dan Sekretariat masngivasing bidang i masing bidan, i
9 dan sekretariat ng g informasi
dan sekretariat
7 |Membuat konsep RKA DPMD S Do 1Hari |Praft Jeuan RIKA Sopk‘i’::;;apa”
8 |Mengkoreksi Konsep RKA DPMD Dokumen RKADPMD | 1Jam | Dokumen RKA
tidak DPMD
Ya
Menyampaikan Dokumen RKA Kepada Kepala DPMD untuk ; Dokumen RKA
9 meminta persetujuan Dokumen RKA DPMD 15 Menit DPMD
10|Penandatanganan Dokumen RKA DPMD oleh Kepala Dinas Dokumen RKA DPMD 15 Menit DOKBE:;DRKA
SOP alur surat
s ; Konsep Surat :
11|Pembuatan surat pengatar pengiriman sekaligus penomoran surat Pengantar 10 Menit | Surat Pengantar | masuk dan
keluar
12{Penggandaan Dokumen RKA DPMD Dokumen RKA DPMD 2 Jam Dokgn';;nDRKA
13|Pengiriman Dokumen RKA DMPMD ke BPKAD dan Pengarsipan é e SOt | ek | DORUISTRIA

Halaman 1




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan
masyarakat dan desa

Pengkoordias

fan

pelaksanaan
kegiatan dan
program di
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Desa

Penyiapan bahan
koordinasi
penyusunan
rencana program
dan anggaran
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Menyusun =

Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)

Rencana

Kerja dan
Anggaran
(RKA)

Penyusunan

Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

Daerah

3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

| Persyaratan | Waktu Dasar hukum Aktivitas
Dokumen 4 Hari |1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Badan Memahami Proses
Renstra, Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan Pembuatan
Program, Perencanaan Pembangunan Sekretaris Badan Rencana Kerja dan
Kegiatan dan Nasional (SPPN) untuk menugaskan Anggaran (RKA)
Anggaran 2) Undang-undang Nomor 32 kasubbag SKPD, Memiliki
tahun 2004 tentang Pemerintah |Perencanaan guna kewenangan

mempersiapkan bahan
dan data penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dari
masing-masing bidang
SKPD

dalam membuat
dan menyusun
Rencana Kerja
Anggaran (RKA-
SKPD),
Memahami Tata
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan dan
Memiliki
kemampuan untuk
menyusun dan
merencanakan
Program, kegiatan
dan anggaran
SKPD untuk
periode 1 tahun
anggaran




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

LPPD sebagai dokumen pertanggungjabawan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kinerja SKPD. Apabila Tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka penyusunan LPPD tidak akan berjalan Lancar

Nomor SOP - [800.1.97G4Z 3 1DPMD /IX 2024
Tanggal Pembuatan : {17 September 2022

Tanggal Revisi P Agustus 2024

Tanggal Pengesahan 09  Septmber 2024
Disahkan Oleh

e B e R e e e e e e e

: |Penyusunan LPPD

Memahami Proses Pembuatan LPPD SKPD, Memiliki kewenangan dalam’ ‘PPD-SKPD dan Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan

menganalisa data dan informasi bahan laporan

Format LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD




Pelaksanaan Mutu Buku Keterangan
No KEGIATAN Kasubbag Pengadministrasi
Sekdis | Perencanaan dan | Perkantoran/ Penelaah Kadis Kelengkapan Waktu Output
Keauangan_ Teknis Kebijakan
SOP alur surat
1 |[Memerintahkan Penyusunana LPPD Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat masuk dan
keluar
I____&
2 Membuat Format pengumpulan data dan informasi LPPD Format penyusunan 30 Menit Format Penyusunan
dari masing-masing Bidang dan Sekretariat LPPD DPMD LPPD
L
3 Menyampikan format pengumpulan data dan informasi LPPD Format penyusunan 20 Menit Format Penyusunan
Kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat ] LPPD DPMD LPPD
e
4 Menghimpun format Kadis dan Pejabat Eselon 1Il DPMD ‘ I Format Penyusunan 1 Hari Format Penyusunan
untuk rapat pembahasan RKA LPPD LPPD
- . . . SOP
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi LPPD Format Penyusunan 1 Hari Format Penyusunan Siaksanaar
yang telah terkumpul LPPD LPPD P
rapat
Y SOP pencarian
6 |Membuat konsep LPPD DPMD Draft LPPD DPMD |1 Hari Draft LPPD DPMD data dan
informasi
. i ; Dokumen LPPD | SOP penetapan
tidak
7 |Mengoreksi Dokumen LPPD Dokumen LPPD DPMD |1 Hari DPMD kinerja
K L—Y—_—!
Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan Kepada Kepala ! . Dokumen LPPD
8 Badan untuk meminta persetujuan Dokumen LPPD DPMD (30 Menit DPMD
9 |Penandatanganan Dokumen LPPD DPMD oleh Kepala Dinas ,D Dokumen LPPD DPMD (15 Menit DokuI;nF:e“r;| éPPD
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus )
10 penomoran surat Konsep surat pengantar |15 Menit Surat Pengantar
Dokumen LPPD SOP alur surat
11 |Penggandaan Dokumen LPPD DPMD Dokumen LPPD DPMD |2 Jam DPMD masuk dan
keluar
Pengiriman Dokumen LPPD DPMD ke Setda u.p Bagian . Dokumen LPPD
12 Pemerintahan dan Pengarsipan Dokumen LPPD DPMD (10 Menit DPMD




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pengevaluasian
hasil pelaksanaan
kegiatan dan
program sebagai
bahan dalam
penyusunan
perencanaan
kegiatan dan
program tahun
berikutnya

Pelaksanaan

monitoring dan
evaluasi seluruh
kegiatan Dinas
Pemeberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Menyusun

LPPD

LPPD SKPD

Penyusunan

SOP PENYUSUNAN LPPD

Penyusunan

LPPD

Persyaratan Wakm : Dasar hukum Aktivitas Pelak :
Format LPPD, 5 Hari {1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Dinas Memahami Proses
Laporan Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan Pembuatan LPPD
Realisasi Perencanaan Pembangunan Sekretaris untuk SKPD, Memiliki
Anggaran, dan Nasional (SPPN) menugaskan kewenangan
Data dan 2) Undang-undang Nomor 32 kasubbag dalam
Informasi tahun 2004 tentang Pemerintah |Perencanaan dan Penyusunan LPPD{
Capaian Kinerja Daerah Keuangan guna SKPD dan
SKPD 3) Peraturan Menteri Dalam mempersiapkan Memiliki
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahan dan data Kemampuan

tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

penyusunan LPPD
dari masing-masing
bidang SKPD

dalam menyusun
dan menganalisa
data dan informasi
bahan laporan




Nomor SOP :1800.1.9/542. A IDPMD /IX / 2024
Tanggal Pembuatan - |17 September 2022
Tanggal Revisi : 3 Agustus 2024
Tanggal Pengesahan  |: 09  Septmber 2024
Disahkan Oleh : .KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
Nama SOP : |SOP Monev

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik|Memahami tentang kegiatan yang dimonitoring
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pmerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data laporan fisik dan keuangan, Formulir isian dan SK Tim Monev




Pelaksana Mutu baku
Kasubbag.
N KEGIATAN Keterangan
° Perencanaan KS::;Q Sekretaris | Kadis | Tim Monev| PPTK Kelengkapan Waktu Output 9
dan Keuangan
1 [Membuat Konsep draf SK - Konsep Draf SK 2 Jam Draf SK
Tim Monev l ll
2 [Memeriksa kesesuaian konsep dengan tata naskah, kode - Draf SK 1 Jam Draf SK yang dikoreksi
penomoran dan memberi paraf. Apabila sesuai maka akan
diteruskan ke sekreatris untuk dikoreksi lebih lanjut. Jika Tidsk \ Ya
tidak sesuai maka dikembalikan kepada konseptor untuk
diperbaiki \ /
3 |Koreksi keseluruhan atas isi konsep, apabila telah benar Draf SK yang dikoreksi 30 Menit Draf SK diparaf
proses dilanjutkan untuk diminta tandatangan Kepala
Dinas. Jika masih terdapat kesalahan maka dikembalikan Tidak \ Ya
untuk diperbaiki
4 |Penandatanganan SK Tim Monev. < Draf SK diparaf 15 Menit SK Tim Monev
5 [Penomoran, penanggalan, pemberian cap stempel, SK Tim Monev 30 Menit SK Tim Monev sah &
penyerahan SK kepada Kasubag Perencanaan, anggota l k Data Laporan
tim dan pengarsipan ed
6 |Rapat rencana pelaksanaan monev ; menyiapkan bahan SK Tim Monev sah 3 Jam Formulir isian
monev dan pembagian tugas tim. Data Laporan
]
7 |Tim Monev turun ke lapangan memonitoring pada Formulir isian 2 -6 Hari Data
objek/subjek kegiatan.
8 [Review hasil monev dengan PPTK/kabid dan rekomendasi ]__ { Data 3 Jam Laporan Monev
9 |Menyampaikan hasil monitoring di lapangan kepada Laporan Monev 1 Jam Rekomendasi
Kepala Dinas
10 |Rekomendasi diteruskan kepada sekretaris untuk Rekomendasi 30 Menit Tindak Lanjut
ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan




SOP MONEV

Memimpin, membina, | Menghimpun Pelaksanaan Menyusun Pelaksanaan Penyusunan Penyusunan 1) Data laporan dari 9Hari }1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Badan Memahami
mengkoordinasikan, |bahan dan data |monitoring dan  |pelaksanaan Monitoring dan  |pelaksanaan pelaksanaan Bidang Pengendalian tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
merencanakan serta |penyusunan evaluasi seluruh |monitoring dan  |Evaluasi monitoring dan  |dan Pengolahan Data (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  |Sekretaris Badan untuk {monitoring dan
menetapkan program |pelaporan dinas |kegiatan Dinas |evaluasi evaluasi 2) Formulir isian Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik [menugaskan kasubbag|evaluasi
kerja, tata kerja dan Pemberdayaan 3) SK Tim Monitoring Indonesia Nomor 4890); Perencanaan guna

mengembangkan Masyarakat dan dan Evaluasi 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan mempersiapkan

semua kegiatan Desa Aparatur Republik Indonesia Nomor pelaksanaan

serta Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman monitoring dan

bertanggungjawab Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) evaluasi

atas terlaksananya Administrasi Pemerintahan;

tugas pokok dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

fungsi dinas 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Pemberdayaan Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Masyarakat dan 4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 43 Tahun 2012

Desa Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
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Nomor SOP :1800.1.9/ 443 1 /DPMD/IX / 2024

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi ; 9 Agustus 2024 \
Tanggal Pengesahan  |: 29 September 2024

Disahkan Oleh - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DA

SN B

l B \ .
;I‘A_UE!K Kul HMAN, S,Pi., MM
“NIP, 19780526 200604 1015
Nama SOP :|Pengumpulan Data Ba‘\hén Perencanaan Program Administrasi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran|Memahami Pengumpulan Data Bahan Perencanaan Program Administrasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data poran dan Formulir Isian

R 5 el




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
GIATAN Ket
e HE Kadis Sekretaris Kabid Kasi Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output st
Teknis Kebijakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
menyusun data Pembinaan Pembangunan Desa B
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid Dsisposisi Kepala Badan 15 Menit Disposisi Sekretaris
3 [Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala Bidang
4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi Disposisi Kepala Bidang 15 Menit | Disposisi Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan
5 [Menerima disposisi dan mempersiapkan data Clj Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
6 |Mengumpulkan data-data keuangan dan aset desa [—:] Kumpul Data 2 Jam Data - data Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat 4 Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional Konsep Dokumen
8 |Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen J—j Konsep Dokumen 1Jam Draf Dokumen
Tidak| b
9 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan Ya Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang sudah
kepada Pengadministrasi / diparaf Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah \
benar diparaf Tidak
10 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan Ya Draf Dokumen yang sudah 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
kepada Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf K\‘ diparaf Pejabat Fungsional Paraf Kabid
e
Tidak
11 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan Ya Draf dokumen yang Sudah di| 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
kepada Kabid, jika sudah benar diparaf ;<>< Paraf Kabid Paraf Sekretaris
Tidak
12 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan Ya Draf Dokumen yang Sudah 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
kepada Sekretaris, jika sudah benar diparaf \: di Paraf Sekretaris Paraf Kepala Dinas
13 [Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Draf Dokumen yang Sudah 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
Kepala Dinas di Paraf Kepala Dinas Paraf Kepala Dinas
_ Dokumen 1 Jam Dokumen

14

Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor
Surat.Memberi cap stempel pada surat, mengarsipkan
dan menyampaikan kepada Lembaga terkait




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun bahan
dan data Data
Penyusunan Data
pembinaan
pembangunan desa

» Pelakanaan

Pengolahan data
pembinaan
pembangunan desa

' Penyusuan Data

pembinaan
pembangunan desa

Pelaksanaan
Penyusunan Data
pembinaan
pembangunan desa

Penyusuan Data

P Pengumpulan Data
Bahan Perencanaan
Program Administrasi

SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

Panynm Waktu Dasar hukum Aldivitas Pelal
1) Data laporan Data | 1Hari |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami
2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 |Sekretaris Dinas untuk |Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik |menugaskan Pejabat |pembinaan

Indonesia Nomor 4890);

2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Republik Indonesia Nomor
Perf21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan,;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

Fungsional guna
mempersiapkan
penyusunan data
pembinaan
pembangunan desa

pembangunan desa




Nomor SOP -[800.1.9/ 6432 DPMD /1X / 2024
Tanggal Pembuatan : |17 September 2022
Tanggal Revisi ’ A-  Agustus 2024
Tanggal Pengesahan : 09  September 2024
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN ‘
Nama SOP " |Proses Penyusunan Progrém Kerja

K Undang-unang Nomor 25 Tau 2004 tntang istm Perencanaan Pembanunan Naional SP) o 7 Memahmi Proses Penyusunan Prram Kerja V

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dataa program kerja

Jika SOP tidak dilaksnamaa program kerja bdang akn terhmbat




SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
N AT Pengadministrasi
© Perkantoran/
i F
Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan

1 Memerintahkan dan mengarahkan : - . . -

Penyususnan Program Kerja Bidang Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat

¥

Menghimpun dan menyusun data Data program . .
2 Program Kerja Kirjg 1 Hari Konsep Program Kerja
3 Menyampaikan konsep Program Konsep Program 10 Menit " P Keri

Kerja Keria eni onsep Program Kerja

Tidak

Mengkoreksi Konsep Program Kerja €

jika sudah benar maka dipergunakan K P
4 [untuk bahan selanjutnya jika belum onse£ 'rogram 1 Jam Program Kerja

tepat dikembalikan ke Pejabat afa

Fungsional untuk diperbaiki

Mengarsipkan dokumen Program O
5 |Kerja sebagai Bahan Program Program Kerja 1 Jam CEEms Frograim

Selanjutnya

Kerja

Halaman 1



Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta

menetapkan program kerja, tata
kerja dan mengembangkan

semua kegiatan serta

bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan

masyarakat dan desa

Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan dan
program di bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Penyusunan
Program Kerja
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Penyusun Program
Kerja Bidang

Program Kerja

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Penyusunan

Prses Pensunan
Program Kerja

Pembangunan Nasional (SPPN)

2) Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Pejabat Fungsional
untuk penyusunan
Program Kerja

f | Waktu | ar hukur Aktivitas L
Persyaratan | Wa - Dasa kum A e Pelaksana
Data dan daftar | 2 Hari |1) Undang-undang Nomor 25 Tahun |Kepala Bidang Memahami Proses
isian 2004 tentang Sistem Perencanaan memerintahkan Penyusunan

Program Kerja




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Republik Indonesia Nomor 4890)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Republik

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Nomor SOP - 1800.1.9/ 543 - 3 /DPMD/IX /2024

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi : J—  Agustus 2024

Tanggal Pengesahan | ©9  September 2024

Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

NIP- 19780526 200604 1 015

_ Nama SO

eraturan Peentah Nm 60 Tan2008 tetag iste nged!in neeeritah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

: |Penyusunan Data Keu jan Aset Desa

Mema ntang enusunan Data Kuna dan Aset Desa -

|Data Laporan dan Formulir Isian




SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi

KEGIATAN Keterangan
T Kadis Sekretaris Kabid JFT Parknntorant Kelengkapan Waktu Output elerang
Penelaah Teknis

Kebijakan
Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk menyusun - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
data keuangan dan aset desa B
Memberikan Disposisi kepada Kabid 1 - Dsisposisi Kepala 15 Menit | Disposisi Sekretaris
| [ Badan
Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional \ J - Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala

Bidang

Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi - Disposisi Kepala 15 Menit Disposisi Pejabat

Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Fungsional

Menerima disposisi dan mempersiapkan data - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data

Mengumpuikan data-data keuangan dan aset desa - Kumpul Data 2 Jam |Data - data Pendukung

Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat N - Data - Data 30 Menit

Fungsional l I pendukung Konsep Dokumen

Mengetik Konsep Dokumen menjadi Draf dokumen ‘r—j - Konsep Dokumen 1 Jam Draf Dokumen
Tidak| " ke

Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang

Pengadministrasi

sudah diparaf Pejabat
Fungsional

A

Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar

dipg[af Tidak
Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ | Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf N sudah diparaf Sudah di Paraf Kabid
P < / -~ Pejabat Fungsional
Tidak
Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Kabid, jika sudah benar diparaf =/ \: Sudah di Paraf Kabid Sudah di Paraf
~N Sekretaris
Tidak
Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Sekretaris, jika sudah benar diparaf \L Sudah di Paraf Sudah di Paraf Kepala
h Sekretaris Dinas
Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala Dinas _ Draf Dokumen yang 1Jam |Draf Dokumen yang
é Sudah di Paraf Sudah di Paraf Kepala
Kepala Dinas Dinas
Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat.Memberi _ Dokumen 1 Jam Dokumen

cap stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan
kepada Lembaga terkait é




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun bahan
dan data Data
Penyusunan Data
Keuangan dan Aset
Desa

Pelaksanaan
Pengolahan data
Keuangan dan Aset
Desa

Penyusunan Data
Keuangan dan Aset
desa

SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

Pelaksanaan
Penyusunan Data
Keuangan dan Aset
Desa

Penyusunan Data

SOP Penyusunan
Data Keuangan dan
Aset Desa

L : it - ; s Kualifikasi
ya e : "'*"“m e Pelaksana
1) Data laporan Data | 1Hari 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami
2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 {Sekretaris Dinas untuk |Pengolahan data

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Republik Indonesia Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

menugaskan Pejabat
Fungsional guna
mempersiapkan
penyusunan data
keuangan dan aset
desa

keuangan dan aset
desa




Nomor SOP - 1800.1.9/ 544. 1 IDPMD /1X/ 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi : &  Agustus 2024

Tanggal Pengesahan 09  September 2024

Disahkan Oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

Nama SOP

1. Pruran Pementah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sitem Pegendalanlnten Pemerin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Republik Indonesia  Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

» Data Laporn da Formuﬁlsin '

Pengumpulan Data Bahan Pérencanaan Program Administrasi

Mmahami ngumplan Data Baan erenanaa Progrm Administrasi

Uy




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
KEGIATAN
Kadis Sekretaris Kabid JFT Perkantoranl' Kelengkapan Waktu Output Saterangsn
Penelaah Teknis
Kebijakan
Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
menyusun data Pembinaan dan penataan pemerintahan rmm—
desa J
Memberikan Disposisi kepada Kabid — - Dsisposisi Kepala 15 Menit Disposisi Sekretaris
I I Badan
Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional \L_I - Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala Bidang
Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi h - Disposisi Kepala 15 Menit |Disposisi Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang
Menerima disposisi dan mempersiapkan data - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
Mengumpulkan data-data keuangan dan aset desa - Kumpul Data 2 Jam Data - data Pendukung
Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data - Data 30 Menit
Fungsional pendukung Konsep Dokumen
Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen J_—':I - Konsep Dokumen 1 Jam Draf Dokumen
Tidak |~ L—
Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang sudah
Pengadministrasi / diparaf Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar N
diparaf Tidak
Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf N sudah diparaf di Paraf Kabid
b Pejabat Fungsional
Tidak
Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada / Ya _ Draf dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Kabid, jika sudah benar diparaf > \4 Sudah di Paraf Kabid di Paraf Sekretaris

Tidak

12

Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah

Sekretaris, jika sudah benar diparaf

Sudah di Paraf
Sekretaris

di Paraf Kepala Dinas

13 |Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Dinas Sudah di Paraf di Paraf Kepala Dinas
Kepala Dinas
14 _ Dokumen 1 Jam Dokumen

Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor
Surat.Memberi cap stempel pada surat, mengarsipkan dan
menyampaikan kepada Lembaga terkait

8



Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun bahan
dan data Data
Penyusunan Data
pembinaan dan
penetaan
pemerintahan desa

Pelaksanaan
Pengolahan data
pembinaan dan
penataan
pemerintahan desa

Penyusunan Data
pembinaan dan
penataaan
pemerintahan desa

Pelaksanaan
Penyusunan Data
pembinaan dan
penataan
pemerintahan desa

Penyusunan Data

SOP Pengumpulan
Data Bahan
Perencanaan Program
Administrasi

SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

1) Data laporan Data | 1Hari |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami

2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 |Sekretaris Dinas untuk |Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik |menugaskan Pejabat |pembinaan dan
Indonesia Nomor 4890); Fungsional guna penataan

2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Republik Indonesia Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

mempersiapkan
penyusunan data
pembinaan dan
penataan
pemerintahan desa

pemerintahan desa




Bidang Kelembagaan, Perkembangan Dan
Pelayanan Sosial Dasar

DINAS PEMBERDAY "MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN



BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
" Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

- {800.1.9/44A -2 DPMD / IX/ 2024

: |17 September 2022

A Agustus 2024

09  September 2024

KEPALA DINAS PEMBRRDAYAAN

Data Laporan

Disahkan Oleh
MASYARAKAT AN DESA
.| TAUFIK KJRAHMAN, S,Pi., MM
" NIP. 19780526 200604 1 015
Nama SOP : |Pengevaluasian Kegiatan Program:

Memahami Pengevaluasian Kegiatan Program




SOP PENGEVALUASIAN KEGIATAN PROGRAM

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
" —— Pengadministrasi
o Perkantoran/
i t
Kabid JFT sl Tekols Kelengkapan Waktu Outpu
Kebijakan

Memerintahkan Mengevaluasi . . . . i
1 Perkembangan Desa Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
2 Menghimpun data untuk evaluasi P(;?It(a e;al:a:; 4 Haii evaluasi Perkembangan

Perkembangn Desa embang Desa

Desa
S .

3 Menyampaikan data evaluasi Peri‘elfr:ltj):aa: ai 10 Menit hasil evaluasi

Perkembangan Desa — 9 Perkembangan Desa
4 Mengkoreksi data evaluasi Perkembangan Phearilelari\:;:lrjla:n i Jam hasil evaluasi

Desa 9 Perkembangan Desa

Desa
Mengarsipkan hasil evaluasi kegiatan : hasil evaluasi .
" ) . Dokumen evaluasi

5 |program sebaga_l bahan pengambil ya Perkembangan 10 Menit Perkembangan Desa

keputusan selanjutnya Desa




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta

menetapkan program kerja, tata
kerja dan mengembangkan

semua kegiatan serta

bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan

masyarakat dan desa

Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan dan
program di Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

evaluasi

perkembangan
desa

Evaluasi

Pnlun

Kegiatan Program

Nasional (SPPN)

2) Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

mengevaluasi
perkembangan desa

2Hari |1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Bidang Memahami
Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan Pejabat| Pengevaluasian
Perencanaan Pembangunan Fungsional untuk Kegiatan Program




Nomor SOP :1800.1.9/ BAA- 3 IDPMD/ IX / 2024
Tanggal Pembuatan : |17 September 2022
Tanggal Revisi . 9 Agustus 2024
Tanggal Pengesahan 09  September 2024
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DA SA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Perauran Pmrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lmbr Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Nama SOP

Memahami tentag Pengolahan Data Biming Kelembagaan

Data Laporan dan Formulir Isian T




SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBANGAAN

Pelaksana Mutu baku
No KEGIATAN Pengadministrasi Keterangan
Kadis Sekretaris Kabid JFT Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk Pengolahan Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
data Bimbingan Kelembagaan D
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid Dsisposisi Kepala Badan 15 Menit | Disposisi Sekretaris
I ]
3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala
Bidang
4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi Disposisi Kepala Bidang 15 Menit Disposisi Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan Fungsional
5 {Menerima disposisi dan mempersiapkan data Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
6 |Mengumpulkan data-data Baimbingan kelembagaan Kumpul Data 2 Jam Data - data
Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional | I Konsep Dokumen
8 |Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen J—j Konsep Dokumen 1Jam Draf Dokumen
Tidak| ™ t—y
9 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang
Pengadministrasi / sudah diparaf Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar v Fungsional
diparaf ‘ Tidak
10 {Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Dokumen yang sudah 1Jam |Draf Dokumen yang
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf <><T diparaf Pejabat Fungsional Sudah di Paraf Kabid
Tidak
11 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kabid, Ya Draf dokumen yang Sudah 1Jam {Draf Dokumen yang
jika sudah benar diparaf ;/\: di Paraf Kabid Sudah di Paraf
\/ Sekretaris
Tidak
12 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Dokumen yang Sudah 1Jam |Draf Dokumen yang
Sekretaris, jika sudah benar diparaf N di Paraf Sekretaris Sudah di Paraf Kepala
Dinas
13 [Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Draf Dokumen yang Sudah 1Jam |Draf Dokumen yang
di Paraf Kepala Dinas Sudah di Paraf Kepala
Dinas
14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat. Memberi Dokumen 1 Jam Dokumen

cap stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan
kepada Lembaga terkait




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun bahan
dan data penyusunan
Data Pengolahan
Bimbingan
Kelembagaan

Pelaksanaan
Pengolahan data
Bimbingan
Kelembagaan

Pengolahan Data
Bimbingan
Kelembagaan

SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBANGAAN

Pelaksanaan
Pengolahan data
Bimbingan
Kelembagaan

Pengolahan Data

Pengolahan Data
Bimbingan Kelembagaan

o o : ‘ Kualifikasi
P«m:hn Waktu Dasar hukum Aktivitas Pelskasnn
1) Data laporan Data| 1Hari |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami
2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 |Sekretaris Dinas untuk |Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik |menugaskan Pejabat |Bimbingan
Indonesia Nomor 4890); Fungsional guna Kelembagaan
2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan mempersiapkan
Aparatur Republik Indonesia Nomor Pengolahan Data
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Bimbingan
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Kelembagaan

Administrasi Pemerintahan;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;




Nomor SOP :[800.1.9/ SA4. 4 IDPMD / X/ 2024

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi . G Agustus 2024

Tanggal Pengesahan |:| ©9  September 2024

Disahkan Oleh ; KEPALA DINAS PEMBERIAYAAN

MASYARAKAT DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN -~ TAUFIK KUHAHMAN, S Pi., MM

i \NJP 1978526 200604 1 015
E Pengolahan data Kerjashma Pengembangan Seni Budaya

Nama SOP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Thun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pmerintah (Lembaran|{Memahami engolahn data Kerjasama Pengembangan SemBu&
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor Per/21/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data laporan dan Formulir Isian




SOP PENGOLAHAN DATA KERJIASAMA PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi i
No KEGIATAN Ket
Kadis Sekretaris Kabid JFT il Kelengkapan Waktu Output e
Penelaah Teknis
Kebijakan

1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Badan Untuk Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kadis
Pengolahan data desa dan pelayanan sosial :

2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid —1 Dsisposisi Kepala Badan 15 Menit | Disposisi Sekretaris

3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional Ll Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala

Bidang

4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi H Disposisi Kepala Bidang 16 Menit | Disposisi Kasubbid
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan

5 |Menerima disposisi dan mempersiapkan data/ Penelaah Teknis Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
Kebijakan I I

6 [Mengumpulkan data-data desa dan pelayanan sosial ﬁ Kumpul Data 2 Jam Data - data

Pendukung

7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional | }: Konsep Surat

8 [Mengetik Konsep surat menjadi Draf J——j Konsep surat 1 Jam Draf Surat

Tidak| L—

9 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada 8 Ya Draf Surat 1Jam | Draf surat yang sudah
Pengadministrasi / diparaf Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar \ Fungsional

i Tidak

10 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Surat yang Sudah di Paraf{ 1Jam |Draf Surat yang

Pejabat Fungsionali, jika sudah benar diparaf L)<\‘ Kasubbid Sudah di Paraf Kabid
Tidak /

11 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kabid, /\ Ya Draf Surat yang Sudah di Paraf| 1Jam |Draf Surat yang

jika sudah benar diparaf ;\ € Kabid Sudah di Paraf
Sekretaris
Tidak

12 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Surat yang Sudah di Paraf| 1Jam |Draf Surat yang
Sekretaris, jika sudah benar diparaf \: Sekretaris Sudah di Paraf Kepala

dinas

13 [Mengetahui surat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas é Draf Surat yang Sudah di Paraf 1Jam |Draf Surat yang

Kepala dinas Sudah di Paraf Kepala
dinas

14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat.Memberi cap Draf Surat yang Sudah di Paraf{ 1Jam |[Dokumen
stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan kepada A Kepala dinas
SKPD terkait C—:]




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,

menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan
semua kegiatan serta
bertanggungjawab
atas terlaksananya
tugas pokok dan
fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun
bahan dan data
merencanakan serta |penyusunan Data

Pelaksanaan
Pengolahan data
kegiatan Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Pengolahan Data

Pelaksanaan
Pengolahan data
desa dan
pelayanan sosial

1 go ahan Dta

» engo ahan ‘

Kerjasama
Pengembangan
Seni Budaya

SOP PENGOLAHAN DATA KERJASAMA PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

;  Kualifikasi
: b : . e | Pelaksana
1) Data laporan Data | 1 Hari |{1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Badan Memahami
2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian intem Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 | Sekretaris Badan untuk |Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik  |menugaskan kasubbid
Indonesia Nomor 4890); guna mempersiapkan
2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pengolahan Data

Aparatur Republik Indonesia Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP :[800.1.9/£4€ 1 IDPMD 11X/ 2024

Tanggal Pembuatan : |17 September 2022

Tanggal Revisi &  Agustus 2024

Tanggal Pengesahan 09  September 2024

Disahkan Oleh KEPALA DINAS PEMBERD N

. MASYARAKAT DA

TAUFIK KURAHMAN, S,Pi, MM
‘ 6526 200604 1 015

Peraturan Pemerintah omor 60 aun 2008 tentang Sistem Pengedalian lern Peeritah (Lembaan Negar epublik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pmerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data Iapora dan Formulir Isian

Memahai Pengumpuan ata Bahan Progr meingaﬁ dan Penyuluhan

gram Bimbingan dan Penyuluhan




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PROGRAM BIMBIGAN DAN PENYULUHAN

Pelaksana Mutu baku Keterangan
Pengadministrasi
v
Me b Kabid JFT Perkantoran/ Penelaah | Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan

1 |Memerintahkan dan - Rencana 15 Menit | Disposisi Kepala
mengarahkan Kasi Untuk Kerja Bidang
Pengumpulan Data Bahan
Program Bimbingan dan
Penyuluhan

2 |Memberikan Disposisi Kepada - Disposisi 15 Menit | Disposisi Kasubbid
Pengadministrasi Kepala
Perkantoran/ Penelaah Teknis Bidang
Kebijakan

3 |Menerima disposisi dan # - Persiapan 30 Menit Kumpulan Data
mempersiapkan data Data

4 |Mengumpulkan data bahan % - Kumpulan 2 Jam Data rampung
Program Bimbingan dan Data
Penyuluhan Tidak

5 |Menyusun dan menyerahkan Ya - Data 30 Menit |Data - data yang
data-data kepada Pejabat rampung Sudah di Paraf
Fungsional Pejabat Fungsional

Tidak

6 |Memeriksa data-data jika perlu Ya - Data - data 30 Menit [Dokumen
diperbaiki dikembalikan kepada < yang Sudah
Pejabat Fungsional, jika sudah di Paraf
benar diparaf Kabid

10 Menit |Dokumen

Mengarsipkan data Bahan
Program Bimbingan dan
Penyuluhan sebagai bahan
untuk pengolahan data




Memimpin, membina, |Menghimpun Pelaksanaan Pengumpulan Pelaksanaan Pengumpulan SOP Pengumpulan data (1) Data laporan Data | 6 Jam |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 |Kabig Memerintahkan |Memahami
mengkoordinasikan, |bahan dan Pengumpulan | Data bahan pengumpulan Data Bahan Program 2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intem Kasubbid yang pelaksanaan
merencanakan serta |mengumpulkan  |data kegiatan  |program data bahan Bimbingan dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik selanjutnya kasubbid | Pengumpulan data
menetapkan program |data Bahan Badan Bimbingandan  |program Penyuluhan Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan |memerintahkan Staf ~ {Bahan Program
kerja, tata kerja dan  |Program Pemberdayaan |Penyuluhan Bimbingan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  [untuk mengumpulkan | Bimbingan dan
mengembangkan Bimbingan dan  |Masyarakat dan Penyuluhan 4890); data Bahan Program  |Penyuluhan
semua kegiatan Penyuluhan Desa 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  |Bimbingan dan

serta Aparatur Republik Indonesia Nomor Penyuluhan sebagai

bertanggungjawab Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman bahan

atas terlaksananya Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)|penyelenggaraan

tugas pokok dan Administrasi Pemerintahan; Koordinasi dan

fungsi Dinas 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 |Pembinaan

Pemberdayaan Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Masyarakat dan Desa

Prosedur di Lingkungan Pmerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun
2016 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan;




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1, Undang—undang or 25 Tahun 204 tentang Sistem Peencanaa Pembangunn Nainal (SPPN) '
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Memahami Proses Penyusuan rogram erja

Jika SOP tidak dilaksnakan aa program erja bidng aa termbat

7 ta a program era

Nomor SOP | 800.1.9/44¢ 2 IDPMD / 1X/ 2024
Tanggal Pembuatan : |17 September 2022
Tanggal Revisi &  Agustus 2024
Tanggal Pengesahan 09  September 2024
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DiEA
i\ HMAN, S,Pi., MM
L NIP197689526 200804 1 015
Nama SOP " | Proses Penyusunan Pfogram Kerja




SOP PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
" REGIRTAR Pengadministrasi
a . Perkantoran/
Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan

Memerintahkan dan

1 |mengarahkanPenyususnan Program Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
Kerja Bidang

h 4

Menghimpun dan menyusun data Data program . .

2 Program Kerja Kerja 1 Hari Konsep Program Kerja

A 4
3 |Menyampaikan konsep Program Kerja Konse&)ez;ogram 10 Menit konsep Program Kerja
Tidak

Mengkoreksi Konsep Program Kerja
jika sudah benar maka dipergunakan K Pro

4 luntuk bahan selanjutnya jika belum onse};(; . gram 1 Jam Program Kerja
tepat dikembalikan ke Kasi untuk efa
diperbaiki

5 Mengarsipkan dokumen Program Kerja Program Kerja 1 Jam Dokumen Program

sebagai Bahan Program Selanjutnya

Kerja

Halaman—1




-

Memimpin, membina,

mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program kerja,
tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan desa

Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan dan
program di bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Penyusunan
Program Kerja
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

enyusun
Program Kerja
Bidang

SOP PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

SOP Proses
Penyusunan
Program Kerja

PrograKerja Pensunan

Persyaratan |

Waktu |

Aktivitas

Data‘ dén daftar”
isian

2 Hari

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)

2) Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Kepala Bidang
memerintahkan Kasi
untuk penyusunan
Program Kerja

Penyusunan
Program Kerja
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP DPMD KABUPATEN SERUYAN
Tanggal Pembuatan (0 September 2023
Tanggal Revisi S Agustus 2024

Tanggal Efektif ) September 2024

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Taufik Kurihman,S.Pi, MM
'NIP. 19790626 200604 1 015

Judul SOP

Penataan Desa

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2.Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43
tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

4. Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan Penegasan Batas Desa

1. Mengetahui Tugas,
2. Memiliki kemampuan pengolahan data

3. Memahami Peraturan Perundang undangan yang berlaku

pokok dan fungsi uraian tugas dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penegasan Batas Desa

1. Lembar Kerja

2. Printer

3. Meja

4. Kursi

5. Komputer/Leptop

Peringatan

Pencatatan dan pendaiaan

1. Jika SOP PelayananPembetukan Desa Persiapan tidak dilaksanakan
sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya
Hproses kerjasama antar desa

1.Kepala SKPD : Lembar Desposisi/Arahan, Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD : Lembar Desposisi; Paraf

3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf
4. Kasi Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf




SOP PENATAAN DESA

kelengkapan dari proposal dimaksud

Pelaksana Mutu Baku
- Pengadministrasi
No. Uraian Prosedur Pemerintah Desa]  Perkantoran/ Kabid Penataan dan Kerjasama . Keterangan
dan Masyarakat | Penelaah Teknis JFT Fesi Kadis DPMD Bupati Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
1 |Masyarakat melalui pemerintah desa
menyampaikan proposal/usulan Kelen hari kerja
. gkapan :
pemekaran desa kepada bupati Administrasi dan fisik | 111 | ProposalLengkap l( Sy:rat)
! engkap
Bupati Menerima proposal usulan
2 |pemekaran desa dari pemerintah - Srads i 14 Hari Proposdldan
Administrasi dan fisik Lembar Desposisi
desa
Kepala Dinas menerima desposisi
dari bupati perihal tindak lanjut dari
proposal yang diajaukan,
Pemerihana Desa mendesposisikan
-, |surat (Proposal yang sudah ada nota | 2 Proposal dan
3 dari ( P yang 4 | S Pan ) 7 Hari Lembar Desposisi
ari bupati) Kepada kepala bidang Administrasi dan fisik St
penataan desa dan kerjasama desa
~ |agar  menindaklanjuti  desposisi
bupati sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Kabid menerima proposal sesuai
dengan desposisi bupati dan kepala
dinas, mempelajari dan menelaah { I Kelengkapan . Prapossigan
4 ) o 3 : 3 Hari Lembar Desposisi
sesuai peraturan dan ketantuan yang Administrasi dan fisik St
berlaku dan meneruskannya kepada
kasi untuk menindaklanjuti
Pejabat Fungsional Penataan desa
menerima desposisi dari kabid untuk e
5 menelaah dan mengevaluasi l_j Kelengkapan _ . Prgpo;al dan
kelengkapan administrasi dan fisik Administrasi dan fisik an e fgur:tsms's'
dari profosal dimaksud sebagai
bahan untuk tindak lanjut
Pejabat Fungsional Penataan desa
meneruskan kepada Rancangan
g Pengadministrasi l ' Kelengkapan — Permakades dan
Perkantoran/  Penelaah  Teknis | Administrasi dan fisik Lembar disposisi
Kebijakan untuk meneliti ulang | surat




Pengadministrasi
Perlsantoran/ Pgnelaah Teknfs_ T Proposal dan
7 |Kebijakan memeriksa dan meneliti - Akt dan ik 5Hari | Lembar Desposisi
ulang mengenai kelengkapan berkas Surat
proposal v
Jika berkas proposal sudah lengkap
(baik secara administrasi maupun| | ] I e e I }—
fisik) kasi melaporkan kepada kabid
dan kabid melaporkan kepada kadis
8 |untuk dibuatkan tim pembentukan Egﬁ?ﬁgggf o fisi | 90 Han Draf SK Tim
desa persiapan yang akan di SK kan
oleh Bupati, dan jika belum lengkap
maka akan di kembalikan kepada
pemerintah desa untuk dilengkapi
* |Bupati membentuk tim kajian dan ) ) )
® |verifikasi kelayakan desa persiapan |_,__l Sk et 14 Fien SK Bupet
Hasil kajian tim kelayakan berupa ) ;
rekomendasi (layak atau tidak). Jika E( fidak layak layak Rekomendasi Hasil Dok ‘
10 |layak, maka bupati menetapkan Kajian dan Verifikasi 120 hari ol t:(mfiannHasu
perauran bupati tentang desa Tim aa
persiapan
. Peraturan Bupati
11 |Terbentu desa Persiapan tentang desa 30 Hari | Peraturan Bupati
l selesai l,( Persiapan
Kepala Dinas ,




Nomor SOP DPMD KABUPATEN SERUYAN

Tanggal Pembuatan s September 2023

Tanggal Revisi 4 Agustus 2024

Tanggal Efektif 7) September 2024

Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyafakat dan Desa

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SERUYAN YA
. [Faufik Kurphman,S.Pi, MM
NIP-197905p6 200604 1 015

Nafh N3

Judul SOP Kerjasama Antar desa ~./" U

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Mengetahui Tugas, pokok dan fungsi uraian tugas dinas
2. Memiliki kemampuan pengolahan data

2.Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa 3. Memahami Peraturan Perundang undangan yang berlaku

1. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

3. Perbup Kaupaten seruyan nomor 50 tahun 2019 tentang daftar kewenangan
desa,berdasarkan hak asal usul dan kewengan lokal bersekala desa

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kerjasama Antar Desa 1. Lembar Kerja

2. Printer

3. Meja

4. Kursi

5. Komputer/Leptop

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.Kepala SKPD : Lembar Desposisi/arahan, Tanda Tangan

1. Jika SOP Pelayanan Kerjasama Antar Desa tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu |2 Sekretaris SKPD : Lembar Desposisi; Paraf
yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses kerjasama antar desa 3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf
4. Kasi Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf




SOP KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
" el Pengadministrasi
No. raian Prosedur Pemerintah Desa|  Perkantoran/ Kabid Penataan dan Kerjasama . ] Keterangan
dan Masyarakat | Penelaah Teknis JFT Dt Kadis DPMD Bupati Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
1 |Kepala Desa menyampaikan
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Rancangan o
: y i Rancangan hari kerja
Desa Kepada Bupati melalui Camat @ E::;;f;lsa:fsama 1 Jam Permakades | ( Syarat lengkap)
2 ggf:tﬂran Bx:::'ar:':e ala gea:acangan E—J——-I E:?a(:i?agnagersama 10 Hari Pe?r:::aagg: rc;an
P Kepala Desa Desposisi
Kepala Dinas menerima desposisi dari
bupati perihal tindak lanjut dari
rencangan peraturan bersama kepala
desa yang diaju.kgn pemerintah desa e Rancangan Rancangan
3 |dan mendesposisikan kepada kepala 1 € Peraturan Bersama | 1 -7 Hari Permakades
bidang penataan dan kerjasama desa Kepala Desa disposisi surat
“ |agar menindak lanjuti disposisi bupati
sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku
Kabid menerima rancangan Peraturan
bersana kepala desa sesuai dengan
desposisi bupati dan kepala dinas, Rancangan Rancangan
4 [mempelajari dan menelaah sesuai D Peraturan Bersama 1 Hari E::n";aa':a;isesoi?s'}
peraturan dan ketantuan yang berlaku Kepala Desa <ur mp
dan meneruskannya kepada kasi untuk
menindaklanjuti
Pejabat Fungsional kerjasama desa s Rancangan
menerima desposisi dari kabid untuk [ ancangan Permakades dan
5 g i
mempelajari rancangan  peraturan 1 Eg:;g;’;f:’sama 10har | | embar disposisi
bersama kepala desa surat
Pejabat Fungsional kerjasama desa
meneruskan kepada Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah Teknis o— Rancangan
° gan
6 |Kebijakan untuk menyiapkan bahan- : Peraturan Bersama 10 hari t:;l;!;aal:a;:s d:sr:
bahan yang diperlukan  dalam g Kepala Desa summ
“ |mempelajari rancangan peraturan
bersama kepala desa




Pengadministrasi
Perkantoran / Penelaah  Teknis B O—

- o o ancangan
Fetifjsian stil menylapkan bt T Peraturan Bersama 1-2 Hari Permakades
bahan | .ya!ng diperiukan dtalam Kepala Desa disposisi surat
mempelajari  rancangan peraturan

Y
bersama kepala desa
setelah rancangan peraturan bersama
kepala desa dipelajari,kasi melaporkan " &
: . ancangan
kepada kat.)ld dan k.abld melaporkar} E—————%:]———JD——E Peraturan Bersama 1-2 Hari Draf Surat Bupati
kepada kadis untuk dibuat surat bupati Kepala Desa
perihal masukan terhadap rancangan
peraturan bersama kepala desa
Bupati menyampaikan masukan iskingen
ancan

teiaean rancanagan pgratruran l selesai '|< Peraturan Bersama 1-3 Hari Surat Bupati
:ersadmi kelpa:ja desa malaui camat Kepala Desa
epada kepala desa

Kepala Dinas ,



TABEL INVENTARISASI JUMLAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH

TAHUN 2024

SKPD :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

N
0

KELOMPOK SOP

JUDUL SOP

JUMLAH
SOP

KET

1

2

3

4

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM,
PERLENGKAPAN DAN
KEPEGAWAIAN

SOP LAKIP

SOP MONEV

SOP PENYUSUNAN TEPPA

SOP RENJA

SOP RENSTRA

SOP SURAT KELUAR

SOP SURAT MASUK

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

I IN|[D || W IN|-=

SOP DUK

SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR

SOP PENYUSUNAN RKA

SOP PENYUSUNAN LPPD

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN

SOP SPM - LS BARANG JASA

SOP SPP - GU

SOP SPM - UP

SOP SPP - UP

SOP SPM - GU

SOP SPM - LS GAJI DAN TUNJANGAN

SOP KENAIKAN PANGKAT

SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN

=l Neol RN N Ne W K, N =) ROVR § (SR N

SOP SURAT CUTI TAHUNAN

-
[=]

SOP SPM - TU

23

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

PEMBINAAN DAN
PENATAAN
PEMERINTAHAN DESA

SOP BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN
DESA

SOP MEMFASILITASI REKRUTMEN PERANGKAT DESA
BARU

SOP PENGESAHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SOP PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA

SOP FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA

PEMBINAAN BUMDes
KEUANGAN DAN ASET

SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

DESA
PEMBINAAN
PERENCANAAN DAN SOP PENYUSUNAN DATA PEMBINAAN
EVALUASI 1 PEMBANGUNAN DESA

PEMBANGUNAN




BIDANG KELEMBAGAAN,

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BIDANG

le;g:&%&iﬁ“sggfﬁ KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN DESA  DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR
DASAR
PEMBERDAYAAN SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA 5
KEMASYARAKATAN DAN | .. [SOP PENGUMPULAN DATA PROGRAM BIMBINGAN
KERJASAMA DESA DAN PENYULUHAN
EVALUASI SOP PENGOLAHAN DATA DESA DAN PELAYANAN
PERKEMBANGAN DESA |__|SOSIAL
DAN PELAYANAN SOSIAL | 2 [sop EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
BIDANG PENATAAN DAN| . [SOP PENYUSUNAN PELAYANAN PENATAAN DAN
KERJASAMA DESA PELAYANAN KERJASAMA ANTAR DESA
PENATAAN DESA PELAYANAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN 3
KERJASAMA DESA PELAYANAN KERJASAMA ANATAR DESA
JUMLAH SOP 38

Kuala Pembuang,
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